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tentang Penghitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada
PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi. Tarif pgjak bumi dan bangunan untuk
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Pgjak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas harta tetap,
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Penghitungan pajak bumi dan bangunan menggunakan asas sistem official
assessment system, yaitu adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pagjak yang
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BAB |. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah suatu rumah tangga yang besar, yang setiap tahunnya harus
menyediakan dana yang besar untuk membiayai pengel uaran-pengeluaran negara.
Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut pemerintah berusaha
mengoptimalkan berbagai kemungkinan yang ada untuk meningkatkan
penerimaan negara khususnya dari dalam negeri yaitu salah satunya melalui
sektor pajak. Pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang
sangat penting bagi pelaksanaan peningkatan pembangunan nasional, serta
meningkatkan peran masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Mengingat pgjak merupakan sumber utama dalam penerimaan Negara,
maka pemerintah mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan
penerimaan Negara dari sektor pgjak melalui intensifikas dan ekstensifikas
perpajakan. Ekstensifikasi perpajakan adalah meliputi penggalian atau perluasan
objek pajak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memungkinkan menjumlah objek pajak baru meningkat yang selama ini belum
diperhitungkan. Hal semacam ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk
dapat menggali objek paak seluas-luasnya. Sedangkan intensifikasi perpajakan
adalah meliputi, (1) Pembaharuan meliputi undang-undang Perpgakan serta
peraturan-peraturan tentang masalah pemungutan pajak, (2) Peningkatan mutu
Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang perpgakan, dalam hal ini aparat
perpajakan selaku petugas, pemungut dan pelayan perpgakan, (3) Peningkatan
pelayanan paak dengan memberikan kemudahan saran dan fasilitas-fasilitas
perpajakan (Tjahjono & Husein, 2000).

Penerimaan pajak di Indonesia pada dasarnya terdiri dari penerimaan pajak
dalam negeri dan penerimaan pgak luar negeri. Penerimaan pgak dalam negeri
terdiri dari; paak penghasilan (PPh), pajak pertyambahan nilai (PPN), pajak
penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan
(PBB), serta bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak



lainnya. Sedangkan penerimaan pajak dari luar negeri terdiri dari bea masuk dan
pajak atasimpor.

Pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak
pusat dan pajak daerah. Pgjak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan paak
daerah adalah pgjak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah. Salah satu penerimaan pajak daerah yang
berperan sangat besar adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pgak yang dipungut atas harta
tetap, yang diberlakukan melalui UU No. 12 tahun 1994 (Meliala, 2007), yang
dimaksud harta tetap adalah bumi dan bangunan, bumi adalah permukaan bumi
dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, meliputi tanah dan perairan pedalaman
serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (Gunadi,1999).
Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah UU No.
12 tahun 1985 tentang Pgjak Bumi dan Bangunan sebagai mana telah diubah
dengan UU No. 12 tahun 1994ntentang perubahan atas UU No. 12 tahun 1985
tentang Pgjak Bumi dan Bangunan. Dalam pelaksanaannya, PBB juga diatur
dengan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan (Tjahjono &
Husein, 2000).

Pengenaan Pgjak Bumi dan Bangunan adalah Nila Jua Objek Pagjak
(NJOP). Penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) adalah tiga (3) tahun sekali
untuk daerah tertentu yang pembangunannya berkembang dengan pesat sehingga
mengakibatkan kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) cukup besar, maka dari itu
penetapan nila juanya ditetapkan setahun sekali. Daam menetapkan nilai
juanya, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pgjak berdasarkan Menteri Keuangan
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan serta
memperhatikan asas official assessment system. Assessment value adalah nilai jual
yang dipergunakan sebagal dasar perhitungan pajak yang presentasinya diambil
dari nilai jual yang sebenarnya. Dengan mengambil judul laporan Mekanisme

Penghitungan dan Pembayaran Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan



Perkotaan (PBB-P2) Pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi ini penulis
dapat memahami bagaimana cara menghitung dan membayar pajak bumi dan
bangunan yang ada pada PT. Pertani (persero) Cabang Banyuwangi.

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang pada PT. Pertani (Persero) Cabang
Banyuangi yang merupakan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Pertani
merupakan perusahaan perseroan terbatas dan merupakan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertanian. Lini bisnis dari PT. Pertani
(Persero) ini antara lain: (1) Produks dan distribusi pupuk; (2) Produksi dan
distribusi beras; (3) Produksi dan distribusi benih; (4) Distribusi sarana produksi
pertanian non pupuk (pestisida, herbisida); (5) Pelayanan jasa (pengolahan lahan,
angkutan; (6) Pengolahan gedung pada sistem resi gudang; (7) perdagangan hasil
bumi (www.pertani.co.id).

PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi merupakan subyek pagak yang
telah terdaftar sebaga waib pgak dengan diperolehnya NPWP
01.001.651.7-627.001 sebagai identitas wajib pajak. Maka, PT. Pertani (Persero)
Cabang Banyuwangi mempunya kewajiban menghitung dan membayar pajak
yang terutang. Adapun paak yang dihitung dan dibayarkan oleh PT. Pertani
(Persero) Cabang Banyuwangi adalah pgak penghasilan (PPh), paak
pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam Laporan
Praktek Kerja Nyata ini, objek yang akan dibahas adalah Pajak Bumi dan
Bangunan, karena objek pajak tersebut merupakan salah satu kewgjiban dan
tanggung jawab PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuangi untuk melakukan
penghitungan dan pembayaran.

PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi sendiri mempunyai 13 (tiga
belas) lokas yang dikenai pgak bumi dan bangunan, 13 (tiga belas) lokasi
tersebut adalah:



Tabel 1.1 Lokas Objek Pajak PBB PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi
Tahun 2016

No. L etak Objek  LuasM* PBByangharus
Paj ak dibayar (Rp)

1 J. Ahmad Yani, Jend Bumi 13.035 30.805.230,00
25 Bangunan 894

2 J. Gambiran 1 Bumi 6.897 4.653.088,00
Bangunan 2141

3 J. Juanda 1 Bumi 20.365 19.868.885,00
Bangunan 1.223

4  J.Juandal Bumi 350 211.385,00
Bangunan 200

5 J. Juanda 1 Bumi 238 123.677,00
Bangunan 120

6 Persil 122 Bumi 5.814 511.632,00
Bangunan -

7 Persil D 562 Bumi 19.140 380.831,00
Bangunan 72

8 Persil S 330 Bumi 1.529 10.091,00
Bangunan -

9 Persil S 82 Bumi 3.446 22.054,00
Bangunan -

10 Persil D 84 Bumi 2.495 334.852,00
Bangunan 1116

11 Pesl S22 Bumi 7.523 48.197,00
Bangunan -

12 Persil S59 Bumi 7.852 98.935,00
Bangunan -

13 J. Bangorgo - Bumi 11.781 3.303.100,00
Sukorejo 11 Bangunan 360

TOTAL PBB 60.371.957,00

Sumber : PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi 2016
Total Pgjak Bumi dan Bangunan yang harus di bayar PT. Pertani (PERSERO)
Cabang Banyuwangi pada tahun 2016 adalah Rp 60.371.957,00.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pagak, terutama pajak bumi dan
bangunan diperlukan adanya system pembayaran yang baik, yaitu menjamin
kelancaran dan ketertiban membayar administras piutang pajak bumi dan
bangunan, memudahkan pengawasan sederhana dalam pelaksanaannya, sekaligus



dapat menjamin peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan semaksimal
mungkin, sehingga hasil dari pembayaran pajak tersebut dapat digunakan dengan
baik dan bermanfaat bagi negara Indonesia untuk membiaya pembangunan
khususnya pembanguna nasional.

Mengingat pentingnya pajak bumi dan bangunan sebaga salah satu
sumber pendapatan negara dari sektor pgak, serta PT. Pertani (persero) Cabang
Banyuwangi sebagai subyek dan wajib pagak yang mempunya kewajiban
menghitung dan membayar pajak, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul
“Mekanisme Penghitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada PT. Pertani (Persero) Cabang

Banyuwangi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakan tersebut, maka rumusan masalah dalam
laporan ini adalah: “bagaimana mekanisme perhitungan dan pembayaran pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani (Persero)
Cabang Banyuwangi?”.

1.3  Tujuan dan manfaat praktek kerja nyata (PKN)

1.3.1 Tujuan praktek kerjanyata (PKN)

Berdasarkan latar belakan yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan pelaksanaan
praktek kerja nyata (PKN), yaitu memahami mekanisme penghitungan dan
pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada
PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuangi

1.3.2 Manfaat praktek kerjanyata (PKN)
Adapun manfaat dari pelaksanaan praktek kerjanyata (PKN), yaitu:
1. Bagi Penulis
a. Sebaga sarana latihan kerja sama serta menerapkan ilmu yang telah
diterima selama dibangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan

pelaksanaan mekanisme penghitungan dan pembayaran pajak bumi



dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani
(Persero) Cabang Banyuwangi.

Menambah wawasan dan pengalaman yang berkaitan dengan
mekanisme penghitungan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani (Persero) Cabang
Banyuwangi.

2. Bagi Universitas Jember

a. Sebagai gambaran dan pengetahuan akademik tentang mekanisme

penghitungan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani (Persero) Cabang
Banyuwangi.

Sebagai acuan bagi penulis lain yang akan melakukan praktek kerja
nyata pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi.

3. Bagi PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi

a. Dapat mengevaluas mekanisme penghitungan pajak bumi dan

b.

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani
(Persero) Cabang Banyuwangi.

Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dalam kebijakan
perpajakannya, khususnya pada pajak bumi dan bangunan.



BAB Il. TINJAU PUSTAKA

2.1 Pajak

Pengertian pajak menurut Soemitro (Brotodiharjo, 1993): Pajak adalah iuran
rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sector partikelir ke sector
pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal balik (tagen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan
yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian
disempurnakan pada saat beliau berpidato di depan Wisuda Sarjana Universitas
Parahyangan, yang kemudian dicantumkan dalam buku Pgjak dan Pembangunan
(Brotodiharjo, 1993), sebagai berikut: Pgjak adalah peralihan kekayaan dari pihak
rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *“surplusnya”
digunakan untuk “public saving” yang merupakan sumber utama untuk

membiayai “public investment”.

Definisi lain yang dikemukakan oleh Djajadiningrat (Munawir, 1995) pajak
adalah suatu kewgjiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara
disebabkan suatu keadaan, kgjadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan
pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara

secara langsung, untuk memelihara kesgjahteraan umum.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditari kesimpulan tentang ciri-ciri yang

melekat pada pengertian pagak:

1. Pgak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan
pel aksanaannya.

2. Daam pembayaran pajak-pgak tidak dapaat ditunjukan adanya kontra
prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsunhg

antar jJumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi individu.



3. Peyelenggaraan pemerintah secara umum merukan kontra prestasi dari
negara.

4. Diperuntukan bagi pengeluararn rutin pemerintah jika masih surplus
digunakan untuk “public investment”.

5. Pgak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kegadian dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

6. Paak dapat pula mempunya tujuan yang tidak budgetair yaitu

mengatur.
2.1.1 Fungs Pajak
Adaduafungs pgak (Tjahjono & Husein, 2000) yaitu:
1. Fungs Keuangan Negara (Budgetair)

Pemerintah memungut pagak terutama atau semata-mata untuk
memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiaya pengeluaran-

pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan.
2. Fungs Mengatur (Regularend)

Di samping usaha untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk
kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah
untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu,

mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.
Pada fungsi mengatur, pungutan pgjak digunakan:

a Seagal alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang
ekonomi dan sosial.
b. Sebagai alat untuk mencapal tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di

luar bidang keuangan.
Bebrapa contoh pungutan pajak yang berfungsi mengatur:

a. Pemberlakuan tariff progesif (dalam hal ini pgjak dekenal juga berperan
sebagai alat dalam Retribusi Pendapatan).



Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang impor dengan tujuan
untuk melindungi produksi dalam negeri.

Pemberian fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa
jenis industri tertentu untuk dengan maksud mendorong atau
memotivas parainvestor untuk meningkatkan investasinya.

Pengenaan jenis pagjak tertentu dengan maksud untuk menghambat gaya
hidup mewah.

Pembebasan PPh atas Sisa Hasil Usaha Koperasi yang diperoleh
sehubungan dengan kegiatan usaha yang semata-mata dari dan untuk
anggota.

2.1.2 Pengelompokan Pajak
Adatiga pengelompokan pajak (Mardiasmo, 2016) , yaitu:

1. Menurut Golongannya

a

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

Pajak tidak langsung, yaitu paak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh: Pgjak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a

Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan.

Pajak objektif, yaitu pgjak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memrhatiakan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pgjak Pertambahan Nilai dan Pgjak Penjualan atas Barang
Mewah

3. Menurut Lembaga Pemungutnya
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a  Pgak pusat, yaitu pgak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: pajak Penghasilan, Pgjak Pertambahan Nilai, Pagjak
Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai dan Cukai

b. Pagak daerah, yaitu pgak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah angga daerah.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak
Agar pemungutan pagak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, maka
pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat K eadilan)

Sesuali dengan tujuan hukum, yakni mencapa keadilan, undang-undang
maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-
endangan diantaranya mengenakan pgak secara umum dan merata, serta
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan menggukan
banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Y uridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Ha ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara
maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produks
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian
masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesual dengan fungsi budgetair, baiya pemungutan pajak harus lebih rendah
dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak haru sederhana
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Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewagjiban perpgakannya. Syarat ini telah
dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang aru.
Contoh:
a. BeaMaterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam
tarif.
b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif,
yaitu 10%.
c. Pgak perseroan untuk badan dan pgak pendapatan untuk
perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang
berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak
Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikas
pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara
lain (Mardiasmo, 2016):
1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, hak-hak rakyatnya. Oleh
karenaitu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi
asuransi karena memperol eh jaminan tersebut.
2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pgak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan
(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan
seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori DayaPikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur
daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:
a.  Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan
yang dimiliki oleh seseorang.
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b. Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil
yang harus dipenuhi.

Contoh:
Tuan A Tuan B
Penghasilan/bul Rp 10 juta Rp 10 juta
an
Status menikah bujangan
dengan 3
anak

Secara subjek PPh tuan A sama basar dengan tuan B, karena mempuanyai
penghasilan yang sama besar. Sedangkan secara subjektif, PPh untuk tuan A
lebih kecil dari pada tuan B, karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi
tuan A lebuh besar.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan
negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu
menyadari bahwa pembayaran pajak adal ah sebagai sesuatu kewajiban.

5. Teori Atas Daya Bdli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pagak. Maksudnya
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat
untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya
kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesgjahteraan masyarakat.
Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat |ebih diutamakan.

2.1.5 Kedudukan Hukum Pajak
Menurut Prof. Dr. Rochman Soemitro, S.H., Hukum pgjak mempunyai kedudukan
diantara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara suatu individu dengan individu

lainnya.
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2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.
Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
a.  Hukum TataNegara
b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
c. Hukum Pgjak
d. Hukum Pidana
Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum
publik.

2.1.6 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut
pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pgak (Mardiasmo,
2016), yaitu:
1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara
lain keadaan, perbuatan, peristiwva hukum yang dikenai pajak (objek pajak),
sigpa yang dikenakan pgak (subjek paak), berapa besar pgak yang
dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang
pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum pajak formil, memuatbentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum
materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).
Hukum ini memuat antaralain:

a. Tatacarapenyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

b. Hak-hak fiskus mengadakan pengawasan terhadap para wajib pgak
mengena keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang
pajak.

c. Kewgjiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan
pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wagib pagak misanya
mengaj ukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
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2.1.7 Tata CaraPemungutan Pajak
1. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel:
a. Stelsel nyata(riel stelsdl)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata),
sehingga pemungutannya baru bisa dilakukan pada akhir tahun pajak,
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya sudah diketahui. Stelsel
nyata mempunyal kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan
stelsel ini adadah paak yang dikenakan lebih redlistis. Sedangkan
kelemahannya adalah pajhak baru dapat dikenakan pada akhir periode
(setelah penghasial riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsal)

Pengenaan pajak dikenakan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan
tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan
besarnya pajak yang terutang untuk tahun pgak berjalan. Kebaikan stelsel
ini adalah pgak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus
menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang
dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pagjak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan
keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pgak menurut kenyataan lebih
besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib paak harus
menambah. Sebaliknya, jikalebih kecil kelebihannya dapat diminta.

2. Asas Pemungutan Pajak
a. Asasdomisili (asastempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan wajib pajak

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari



15

dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak luar
negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pgjak atas penghasilan yang bersumber dari
wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara

2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak
1. Official Assessment System
Adaah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
wajib pajak.
Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada
fiskus.
b. Wajib pajak bersifat pasif..
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pgjak oleh
fiskus.
2. SAlf Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pgak yang memberi wewenang kepada
wajib pgjak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib
pajak sendiri.
b. Wgjib pgak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pgjak yang terutang.
c. Fiskustidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. Withholding System
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Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk
memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada
pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.9 Timbulnya Hutang Pajak

Hutang pajak timbul jika undang-undang yang menjadi dasar untuk
pemungutannya telah ada, dan telah dipenuhi syarat-syarat subjek dan syarat
objektif, yang ditentukan oleh undang-undang secara bersama (simultan). Syarat
objektif dipenuhi apabila keadaan yang nyata (tatbestand) yang disebut oleh
undang-undang dipenuhhi. Tatbestand (Bahasa Jerman) dapat berupa (Tjahjono
dan Husein, 2000):

1. Perbuatan

2. Keadaan, atau

3. Peristiwa
Saat timbulnya hutang pajak mempunyal peranan yang menentukan dalam:

1. Pembayaran penagihan pajak.

2. Memasukan surat keberatan.

3. Penentuan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadal uarsa.

4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pgjak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan.

Ada dua garan atau pendapat mengenai saat timbulnya hutang pajak (Tjahjono
dan Husein, 2000), yaitu:
1. Ajaran materiil
Hutang paak timbul karena ada undang-undang paak dan
peristiwalkeadaan/perbuatan, dan  tidak menunggu dari  pihak
fiskus/pemerintah.
Sesual dengan gjaran materiil ini, saat terutangnya pajak penghasilan adalah:
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a. Pada suatu saat, untuk pajak penghasilan dapat dipotong oleh pihak
ketiga.
b. Pada akhir masa, untuk pagjak penghasilan karyawan yang dipotong
pemberi kerja, atau oleh pihak lain atas kegiatan usaha.
c. Padaakhir tahun untuk pajak penghasilan.
2. Ajaran formil
Hutang pajak timbul karena ada ketetapan dari pihak pemungut pajak yaitu
pemerintah atau aparatur pajak, sehingga pajak terhutang pada saat
diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2.1.10 Penagihan Hutang Pajak
Tindakan penagiahn pagjak dapat dilakukan dengan 2 langkah (Tjahjono dan
Husein, 2000), sebagai berikut :
1. Penagihan secara pasif
a.  Penyerahan SKPKB, SKPKBT dan STP.
b. Apabilabelum berhasil dengan menggunakan surat tegoran.
2. Penagihan secara aktif
Penagihan dengan menggunakan surat paksa dan dilanjutkan dengan
tindakan sita. Surat paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang atas nama keadilan untuk membayar sgjumlah
uang yang disebutkandalam surat paksa tersebutdalam jangka waktu
tertentu. Penagihan dengan surat paksa diatur dalam UU No. 19 tahun
1997 tentang penagihan dengan surat paksa.

2.1.11 Berakhirnya Hutang Pajak
Secara lengkap berakhirnya hutang pajak adalah sebagai berikut (Tjahjono
dan Husein, 2000):
1. Pelunasan atau pembayaran
Umumnya hutang pajak berakhir dengan pembayaran ke kas negara atau
tempat lain yang ditunjukan oleh negara seperti bank-bank pemerintah, kantor

pos dan giro, dal lain-lain.
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. Kompensas (pengimbangan)

Kompensas dalat dilakukan atas pembayaran dan atas kerugian. Kompensasi
kerugian dimungkinkan jika pada awa pedirinya waib pgak menderita
kerugian. Sedangkan kompensas karena pembayaran dilakukan apabila salah
satu pihak mempunyai hutang dan mempunyai tagihan kepada pihak lain.
Daam hukum pagak kompensas pembayaran dapak dilakukan jika wajib
paak untuk satu jenis pgak mempunyai kelebihan pembayaran pajak
sedangkan untuk lain jenis terdapat kekurangan pembayaran pajak.

. Penghapusan hutang

Dimungkinkan berakhirnya pajak melalui penghapusan terhadap kewajiban
paak karena wajib pgak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami
kesulitan keuangan. Untuk menentukan apakah seorang wajib pajak pailit
atau tidak diperlukan penyelidikan yang seksama oleh fiskus, dengan tujuan
menantinya fiskus dapat dipertanggungjawabkan.

. Daluwarsa atau lewat waktu

Daluwarsa yaitu jika dalam jangka waktu tertentu suatu hutang pajak tidak
ditagih oleh pemungutnya, maka hutang pgak tersebut dianggap lunas dan
tidak dapat ditagih lagi. Dengan demikian hutang pajak akan berakhir jika
melewati waktu daluwarsa.

. Pembebasan

Pengakhiran hutang pajak yang dilakukan oleh fiskus tanpa persetujuan pihak
wajib pgjak. Hal ini dilakukan jika ada permohonan atau keadaan ekonomi
wajib pgak yang mengalami kemunduran keuangan. Pembebasan pajak
menurut undang-undang umumnya hanya deberikan terhadap sanks
administrasi.

. Penundaan penagihan

Dengan cara ini penagihan pajak terutang dapat ditunda dalam jangka waktu
tertentu. Jika kemudian wajib pajak mampu lagi untuk melunasi hutang
pajaknya, maka barulah ditagih. Jika tidak dapat juga ditagih maka barulah
dihapuskan pajaknya.
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2.1.12 Hambatan Pemungutan Pajak
Hambatan terhadap pemungutan paak dapat dikelompokan menjadi 2
(Mardiasmo, 2016), yaitu:
1. Perlawanan pasif
Mesyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antaralain:
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
b. Sistem perpagakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dil aksanakan dngan baik.
2. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh
wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.
Bentuknya antaralain:
a Tax avoidance, usaha meringankan beban paak dengan tidak
melanggar undang-undang.
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar

undang-undang (menggel apkan pajak).

2.1.13 Tarif Pajak

Ada4 macam tarif pgak (Mardiasmo, 2016) :
1. Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenal
pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya
nilai yang dikenai pajak.
Contoh:
Untuk penyerahan Barang Kena Pgjak didalam daerah pabean akan dikenakan
Pgjak Pertambahan Nilal sebesar 10%.
2. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh:
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Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nila nhominal
berapapun adalah Rp 3.000,00-
3. Tari progresif

Persentase tarif yang digunakan semakain besar bila jumlah yang dikenakan

pajak semakin besar.

Contoh:
Pasal 17 UU Pgjak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam

negeri.
L apisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
Paj ak

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25%
Di atas Rp 500.000.000,00 30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:
a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentasenya semakin besar
b. Tarif progresif tetap . kenaikan persentasenyatetap
c. Tarif progresif degrasif : kenaikan persentasenya semakin kecil
4. Tarif degresif
Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bilajumlah yang dikenai pajak

semakin besar.

2.2 Pajak Daerah

Menurut Marsyahrul (2004), Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh
pemerintah daerah (baik pemerintah daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah
tingkat 2) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan
pembangunan daerah (APBD).

Definisi pgjak daerah menurut UU Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah
Nomor 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pgak derah, akan
dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pgjak Daerah atau
Kantor sgenisnya yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat. Pgjak daerah
diatur oleh undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dasar hukum Pajak Daerah adalah:

1. UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No.
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
3. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

2.2.1 Ciri-ciri Pajak Daerah
Ciri-ciri pajak daerah menurut Marsyahrul (2004):
1. Pgjak daerah dapat berasal dari pgjak asli daerah maupun pajak pusat yang

diserahkan kepada daerah sebaga pajak daerah.

2. Pgjak daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang
dikuasainya.

3. Pgjak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan
atau untuk membiayal pengeluaran daerah.

4. Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA), sehingga
pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat
yang waib membayar. Perda mengenai pajak daerah paling sedikit

mengatur mengenai :

a. Nama, objek dan subjek pajak.

b. Dasar pengenaan, tariff dan cara penghitungan.
c. Wilayah Pemungutan.

d. Masa Pgjak

e. Penetapan.
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f. Tata cara pembayaran dan penagihan.

0. Kedaluwarsa.

h. Sanksi administrative.

i. Tanggal mulai berlaku.

2.2.2 JenisPajak Daerah
Jenis pajak daerah menurut Mardiasmo (2004):

1. Pgjak provinsi:

a
b
C.
d

€.

Pgjak Kendaraan Bermotor;

. Pgjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Bea Balik Nama K endaraan Bermotor;

. Pajak Air Permukaan;

Pajak Rokok.

2. Pgjak Kabupaten/K ota:

a

5 @

-~ 0o a o T

Pagjak Hotel;

Pgjak Restoran;

Pagjak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pagjak Parkir;

Pgak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Pagjak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas harta
tetap, yang diberlakukan melalui UU No. 12 tahun 1994 munurut Meliala (2007),
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yang dimaksud harta tetap adalah bumi dan bangunan, bumi adalah permukaan
bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi
teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
(Gunadi, 1999).

2.3.1 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum yang mengatur tentang Pgjak Bumi dan Bangunan adalah
UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai mana telah
diubah dengan UU No. 12 tahun 1994ntentang perubahan atas UU No. 12 tahun
1985 tentang Pgjak Bumi dan Bangunan. Dalam pelaksanaannya, PBB juga diatur
dengan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan (Tjahjono &
Husein, 2000).

2.3.2 Terminologi Pajak Bumi dan Bangunan
1. Bumi, yang dimaksud dengan bumi dalam UU NO. 12 tahun 1994 tentang
Pgjak Bumi dan Bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada
di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman
(termasuk rawarawa tambak  pengairan) serta laut wilayah Republik
Indonesia.
2. Bangunan, yang dimaksud bangunan adalah konstruks teknikyang
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat
tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.
3. Nila Jual Objek Pgjak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaks jua beli yang secara wajar, dan bila mana tidak terddapat transaksi
jua beli, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain
yang sgjenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.
4. Surat Pemberitahuan Objek Pgak (SPOP) adalah surat yang digunakan
oleh wgib pgak untuk melaporkan data objek paak menurut ketentuan

undang-undang.
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5. Surat Pemberitahuan Pgjak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan
oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberi-tahukan besarnya pgak terutang
kepadawajib pajak.

2.3.3 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pagak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi,
dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, yang
meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemaka dan
penyewa.

Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya,
maka yang menjadi subjek pajak dapat ditunjuk oleh Dirjen Pagjak. Beberapa
ketentuan khusus yang tentang siapa sgja yang menjadi subjek dalam ha ini
(Tjahjono & Husein, 2000).

1. Jika suatu subjek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau
bangunan mmilik orang lain yang bukan karena suatu hak berdasarkan
undang-undang atau bukan karenaperjanjian, maka subjek paak yang
memamnfaatkan / menggunakan bumi dan/atau bangunan ditetapkan
sebaga wajib pajak.

2. Suatu objek pajak yang masih sengketa dan masih dalam pengadilan, maka
orang atau badan yang memanfaatkan / menggunakan objek pajak
tetrsebut ditetapkan sebagal wajib pajak.

3. Subjek pagak daam waktu lama yang berada diluar wilayah letak objek
paak, sedang untuk merawat objek pagak tersebut dikuasakan kepada
orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak.

Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau
bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa
tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah
konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara permanen pada pada tanah
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dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan
(Tjahjono & Husein, 2000).
Termasuk dalam penegrtian bangunan dibawah ini adalah:

a

s o«
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Jalan lingkunngan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti
hotel, pabrik dan emplasemennyadan lain-lain yang merupakan stau
kesatuan dengan kompleks tersebut;

Jalat tol;

Kolam renang;

Pagar mewah;

Tempat olahraga;

Galangan kapal, dermaga;

Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;

Fasillitas lain yang memberikan manfaat.

Sedangkan objek pajak yang dikecuallikan dari Pengenaan Pgjak Bumi dan

Bangunan adalah objek pajak yang:

a

Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yanng
tidak dimaksud untuk mencari keuntungan.

Contoh: magjid, greja, wihara, rumah sakit, pesantren, madrasah,
museum, candi, panti jompo, panti asuhan, dil;

Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sgenis
dengan itu;

Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, taman pengembal aan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara
yang belum dibebani hak;

Digunakan oleh perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan atas timbal
balik;

Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang

ditentukan oleh Menteri Keuangan.



26

2.3.4 Nilai Jual Objek Pajak Tidak KenaPajak (NJOPTKP)
Nilal Jual Objek Pajak Tidak Kenak Pajak (NJOPTKP) adalah batas Nilai
Jual Objek Pgjak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pagjak. Besarnya
NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/K ota setinggi-tingginya Rp 12.000.000
dengan ketentuan sebagai berikut (Booklet PBB, 2015):
1. Setigp wajib pgak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu
kali dalam satu Tahun Pajak.
2. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek paak, maka yang
mendapatkan penguranagn NJOPTKP hanya satu objek paak yang
nilainyaterbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pagjak lainnya.

2.3.5 Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar pengenaan pajak dan cara menghitung pgjak (Mardiasmo, 2016).

1. Dasar pengenaan pagjak adalah Nilai Jual Objek Pgjak (NJOP).

2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahuhn oleh
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pgjak atas nama Menteri
Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat
Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

3. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20%
dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

4. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan
memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Pada dasarnya penetapan Nila Jual Pbjek Pagjak adalah tiga tahun sekali.
Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan
mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jua ditetapkan
setahun sekali.

Daam menetapkan niali jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral
Pgak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat
Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatiakan

asas self assessment. Yang dimaksud (assessment value) adalah niali jual yang
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dipergunakan sebagai dasar penghitungan pgak, yaitu suatu persentase tertentu
dari nilai jual sebenarnya.

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani
wajib pgak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap dengan memerhatikan
penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya
persentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu:

1) Sebesar 40% dari NJOP untuk:

a. Objek pajak perkebunan.

b. Objek pajak kehutanan.

c. Objek paak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP
atas bumu dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Sebesar 20% dari NJOP untuk:

a. Objek pajak pertambangan.

d. Objek paak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pagjak
dengan NJKP.

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP

=0,5% x [Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)]

2.3.6 PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2)

Sgjak berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tanggal 15 September
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut
Pagak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan ke
pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pgjak Bumi dan
Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah kabupaten atau
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kota dimula tangga 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014
(Mardiasmo, 2016).

PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2) adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk sector usaha perkebunan,
perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh
pemerintah pusat. Tarif PBB P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma
tigapersen). Tarif PBB P2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Objek PBB P2 adalah bumi dan bangunan, termasuk dalam pengertian
bangunan adal ah:

a. Jaan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti
hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan
kompleks bangunan tersebut;

Jalan tol;

Kolam renang;
Pagar mewah;
Tempat olahraga;

-~ 0o o 0 T

Galangan kapal, dermaga;

Taman mewah;

J o«

Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

i. Menara
Sedangkan yang tidak dikenakan objek PBB P2 adalah objek pajak yang:

a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahaan;

b. Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan;

c. Digunakan untuk keburan, peninggalan purbakala, atau sgjenisnya;
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Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, tanah negara yang
belum dibebani suatu hak;

Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT), Surat K etetapan Pajak (SKP)
Hubungan antara Surat Pemberitahuan Objek Pgjak (SPOP), Surat Pemberitahuan
Pgak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pgak (SKP) enurut Mardiasmo,

2016.
1

Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya

dengan mengisi SPOP.

Daam rangka pendataan, wajib pgjak akan diberikan SPOP untuk diisi dan

dikembalikan kepada Direktorat Jendral Pajak. Wajib pgjak yang pernah

dikenakan IPEDA yidak wajib mendaftarkan objek pajaknya kecuali jika

ia mendapatkan SPOP, maka dia wagib mengisinya dan

mengembalikannya kepada Direktorat Jendral Pajak.

SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta

ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pgak yang wilayah

kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah

tanggal diterimanay SPOP oleh subjek pajak.

Dirjen Pgak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang

diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu

wajib paak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pagak yanng

telah ada pada Direktorat Jendral Pajak.

Direktorat Jendral Pajak dapat mengeluarkan SKP dalam hal-hal sebagai

berikut:

a. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis
tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
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b. Apabila berdasarkan hasil; pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak
yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Wagjib pagjak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya, walaupun
sudah ditegur secaratertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu
yang ditentukan dalam Surat Teguran itu, Direktur Jendral Pajak dapat
menerbitkan Surat K etetapan Pajak (SKP) secarajabatan.

Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keteranngan lain yang ada pada
Direktorat Jendral Pgjak ternyata jumlah pgjak yang terutang lebih besar
dari jumlah pgak daam SPPT yang dihitung atas dasar SPOP yang
disampaikanwajib pajak, Direktur Jendral Pajak menerbitkan SKP secara
Jabatan.

5. Jumlah pgjak yang terutang dalam SKP sebagai mana dimaksud dalam
huruf d nomer 1 adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi
sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

Sanks administrasi yang dikenakan teradap wajib pajak yang tidak
menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi dengan tambahan terhadap pokok
pajak yaitu sebesar 25% dari pokok pajak.

SKP ini berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jendral Pajak menurut
penetapan objek pajak dan besarnya pajak yang terutang beserta denda
administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.

6. Jumlah pgjak yang terutang dalam SKPKB sebagal mana yang dimaksud
dalam huruf d nomer 2, adalah selisih pagjak yang terutang berdasarkan
hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pagjak yang terutang yang
dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda adminbistrasi sebesar 25%
dari selisih pgjak yang terutang.

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pgjak yang mengisi SPOP
tidak sesual dengan keadaan yang sebenarnya.

2.3.8 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
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Tata cara pembayaran dan penagihan pgak PBB (Mardiasmo, 2016).

1)

2)

3)

Pgjak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya
6 bulan sgjak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Contoh:

Apabila SPPT diterima oleh wajib pajak pada tangga 1 April 2010,maka
jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 30 September 2010.

Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1
bulan sgjak diterimanya SKP oleh wajib pajak.

Contoh:

Apabila SKP diterima oleh wajib pgjak padatangga 1 Maret 2010, maka
jatuh tempo pengembaliannya adalah tanggal 31 Maret 2010.

Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau
kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang
dihitung dari saat jatuh tempo saat hari pembayaran untuk jangka waktu
paling lama 24 bulan.

Menurut ketentuan ini, pgak yang terutang pada saat jatuh tempo
pembayaran tidak atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi
sebesar 2% setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang bayar tersebut
untuk jangka waktu yang paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan
dihitung penuh 1 bulan.

Contoh:

SPPT tahun pgjak 2010 diterima oleh wajib pgak pada tanggal 1 maret
2010 dengan pajak yang terutang sebesar Rp 500.000,00. Oleh wajib pajak
baru dibayar pada tanggal 1 September 2010. Maka terhadap wajib pajak
tersebut dikenakan denda administrasi sebesar 2%, yakni

2% x Rp 500.000,00 = Rp 10.000,00.

Pajak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 2010
adalah:

Pokok pajak + denda administrasi =

Rp 500.000,00 +Rp 10.000,00 = Rp 510.000,00.
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5)
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7)
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Bilawagjib paka tersebut baru membayar utang pajaknya pada tanggal 10
Oktober 2010, maka terhadapwajib pajak tersebut dikenakan denda 2 x 2%
dari pokok pajak, yakni:

4% x Rp 500.000,00 = Rp 20.000,00

Pgak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 10 Oktober 2010
adalah:

Pokok pagjak + denda administrasi =

Rp 500.000,00 + Rp 20.000,00 = Rp 520.000,00

Denda administrasi sebagai mana dimaksud dalam nomor 3 diatas,
ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang bayar ditagih
dengan Surat Taguhan Pgak (STP) yang harus dilunas selambat-
lambatnya 1 bulan sgjak diterimanya STP oleh wajib pajak.

Menurut ketentuan ini denda administrasi dan pokok pagak seperti dalam
nomor 3 di atas, ditagih menggunakan STP yang harus dilunasi dalam
waktu satu bulan sgjak tanggal diterimanya STP tersebut.

Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro dan
tempat lain yang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Tata cara pembayaran ddan penagihan pgak diatur oleh Menteri
Keuangan.

Surat Pemberitahuan Pgak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak
(SKP), dan Surat Tagihan Pgjak (STP) merupakan dasar penagihan pajak.
Jumlah pgak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Dalam hal tagihan pajak yang kurang bayar setelah jatuh tempo yang telah
ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini
berdasarkan UU No. 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU
No.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
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BAB I11. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata
3.1.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesual dengan surat
tugas Nomor 457/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 01 Maret sampai
dengan 31 April 2017 atau 31 (tiga puluh satu) hari kalender di PT. Pertani
(Persero) Cabang Banyuwangi.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesua dengan jam
kerjadi Kantor PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja Jam Kerja | stirahat
Senin §/d Kamis 08.00-17.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB
Jum’at 08.00-17.00 WIB 11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu Libur Libur

Sumber: PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi, 2017

3.1.2 Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor PT. Pertani
(Persero) Cabang Banyuwangi. Jdan Ahmad Yani No. 27 Banyuwangi pada
bagian Keuangan Umum dan Perpajakan. Adapun struktur organisasi kantor PT.
Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi sebagai berikut.



Kepala PT. Pertani
(PERSERO) Cabang
Banyuwangi
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Unit Produksi . . . Unit

Unit Produksi Unit
Pupuk dan - =t Unit Pemasaran - Penggilingan
Pestisida Benih Pergudangan Padi

| |
Kasi. Kasi. Keu &
Operasional Umum
Gambar 3.1 Struktur Organisas Kantor PT. Pertani (Persero) Cabang

Banyuwangi
Sumber: PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi

Dari gambar 3.1 di atas, dapat diuraikan tugas masing-masing bagian, adapun
tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:
1. Kepala Cabang
Membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala Wilayah merencanakan,
mengkoordinasikan, dan melaksankan aktivitas transaksi dalam kegiatan
pemasaran dan distribusi, serta bertanggung jawab melaksanakan tindakan
hokum dan mengikatkan diri dalam transaksi untuk dan atas nama
perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan operasional Kepala
Wilayah sesuai rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan Direksi.
Meneliti aspek

sosioekonomis, teknologi, kebijakan pemerintah, pemasok, pelanggan dan

lingkungan eksternal usaha yang menyangkut
pesaing serta mendiagnosis dampak peluang dan ancaman Yyang
berpengaruh kepada pelaksanaan kegiatan pemasaran di seluruh daerah
kerjanya.

2. Unit Produksi Pupuk dan Pestisida
Melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian dan  pengendalian
pengel olaan perusahaan dibidang produksi pupuk dan pestisida.

3. Unit Produks Benih
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Melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian
pengel olaan perusahaan dibidang produksi pupuk dan pestisida.

4. Unit Pemasaran
Melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian dan pengendaian
pengelolaan perusahaan dibidang pemasaran sarana produksi pertanian,
jasa, dan hasil pertanian.

5. Unit Pergudangan
Melaksanakan kegiatan pengelolaan pergudangan dalam rangka
pengel olaan perusahaan.

6. Unit Penggilingan Padi
Melaksanakan kegiatan penggilingan padi dalam rangka pengelolaan
perusahaan.

7. Kas Operasional
Membantu pelaksanaan tugas Cabang dalam pemasaran, distribusi dan
produksi dengan bertanggung jawab untuk memastikan organisasinya
berjalan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi
harapan para pelanggan dank lien dengan cara yang efektif dan efisien.

8. Kas Keu & Umum
Membantu  pelaksanaan tugas Cabang daam  perencanaan,
pengkoordinasian dan pengendalian bidang keuangan, pembukuan,
perpgjakan, kepersonaliaan, sarana dan kesekretariatan. Secara
operasional, Kasi Keu & Umum mempunyai fungsi staffyang bertanggung
jawab untuk melakukan penagihan, pencatatan dan pelaporan transaks,

menyusun arus kas dan tugas-tugas kesekretariatan.

3.2 RuangLingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan
Daam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada bagian
Keuangan Umum dan Perpajakan. Tugas bagian Keuangan Umum dan Perpajakan

tersebut yaitu membantu pelaksanaan tugas kantor cabang dalam perencanaan,
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pengkoordinasian dan pengendalian bidang keuangan, pembukuan, dan
perpajakan. Pada bagian tersebut, penulis dapat mengamati alur keuangan dan
perpgjakan pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi. Dengan
ditempatkannya penulis pada bagian Keuangan Umum dan Perpajakan, maka
penulis mengambil judul laporan Tugas Akhir “Mekanisme Penghitungan dan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada

PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi”.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata
Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata,

penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor PT. Pertani (Persero)

Cabang Banyuwangi yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu Kegiatan Hasil yang Didapat
Pelaksanaan dan
Penanggung
Jawab
(@) (b) (©)
Rabu, 01 Maret . Diterimaditempat Praktek  Mengetahui tatatertib
2017 KerjaNyatadi PT. Pertani  dan disiplin kerjayang
(Persero) Cabang berlaku pada PT. Pertani
Budi Susdiarto, Banyuwangi (Persero) Cabang
SP. MM . Memberikan penjelasan Banyuwangi
singkat tentang tata tertib _ )
Sugeng, SP. MM dan disiplin yang harus Berhqsl mengingat
Ibu Rika diikuti oleh Peserta Praktek ~ Materi yang sudah

KerjaNyata (PKN)

. Reviwe materi perkuliahan

yang diterima selama
berada di mejakuliah

didapat.

Kamis, 02 Mar et
2017
Ibu Rika

. Menganalisis penjuan UPA

1 2016 dan mengisi PBKA
2016 serta pengaplikasian
PPN

. Mengisi master CSV

manual ppn

Mengetahui cara
pengisian master CSV
manual PPN

Jum’at, 03 Maret

. Méelanjutkan pengisian

Mengetahui cara
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2017 master CSV manual PPN pengisian master CSV
Ibu Rika 2. Memindahkan data BH manual PPN
Penjualan Jember Januari-
Desember 2016 ke master
CSV manua PPN
(@) (b) (©
Senin, 06 Maret Mengisi data penjualan dan Mengetahui cara
2017 menghitung PPN BH pengisian master CSV
Ibu Rika Penjualan Jember Januari- manua PPN
Desember 2016 master CSV
manual PPN
Selasa, 07 Maret  Menghitung PPN dari Pengaplikasian materi
2017 penjualan menir dan katul di PPN yang pernah
Ibu Rika bulan Januari s/d Desember diterima
2016
Rabu, 08 Maret 1. Meanjutkan penghitungan  Mengetahui cara
2017 PPN dari penjualan menir pengisian master CSV
Ibu Rika dan katul di bulan Januari manual PPN

s/d Desember 2016

2. Mengimput data CSV ke E-

Faktur

3. Mengimput data penjuaan

di daerah muncar

Mengetahui cara
pembayaran PPN
melalui E-Faktur

Kamis, 09 Mar et

1. Mengisi master CSV

Mengetahui cara

2017 manual PPN dari BH pengisian master CSV
Ibu Rika Penjualan Muncar manual PPN
Jum’at, 10 Maret Mengecek datapenjualandan  Mendapat data total
2017 PPN untuk bagian UPA 2 BWI penjuaan
Ibu Rika
Senin, 13Maret  Mengecek PPN keluaran dari PPN keluaran dari UPA
2017 UPA Jember Jember sudah sesuai
Ibu Rika
Selasa, 14 Maret 1. Melanjutkan pengecekan Mendapatkan pandangan
2017 PPN Keluaran dari UPA judul yaitu tentang PBB
Ibu Rika Jember
2. Berdiskusi tentang judul

Tugas Akhir yang akan

diambil oleh penulis
Rabu, 15 Maret 1. Menerima penjelasan Memperoleh
2017 penerapan PPh 22 pengetahuan tentang
Ibu Rika 2. Mengisi SPT Masa PPh 22
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bulan Februari 2017

pengisian PPh 22

(@)

(b)

(©

Jum’at, 17 Maret

[jin, mengurus kekurangan

Proses pengajuan judul

2017 surat” di kampus
Ibu Rika
Senin, 20 Maret 1. Melakukan pelaporan SPT  Mengetahui cara
2017 Masa PPh 21 dan SPT pelaporan PPh 21 dan
Ibu Rika Masa PPh 22 ke KPP PPh 22

Pratama Banyuwangi
Bapak Johanes 2. Mendata daftar usulan Mendapatkan data

pembelian benih bersudsidi
untuk Tunas Harapan
Panarukan dan Pandan Sari
Panarukan

usulan benih bersubsidi

Selasa, 21 Maret  Wawancara bersama Bapak Mendapatkan informasi
2017 Sugeng selaku Kasi mengenai gambaran
Sugeng, SP. MM Operational tentang gambaran ~ umum dan objek PBB
umum perusahaan dan lokasi milik PT. Pertani
yang dikuasal oleh PT. Pertani  (Persero) Cabang
yang dikenakan PBB Banyuwangi
Rabu, 22 Maret Mengumpulkan data yang Mendapatkan SPPT
2017 berkaitan dengan PBB pada
Bapak Suparni PT. Pertani (PERSERO)

Cabang Banyuwangi

Kamis, 23 Maret
2017
Ibu Rika

Melakukan pendataan daftar
usulan pembelian benih
bersubsidi untuk kelompok tani
bengawan dan sido makmur

Data usulan pembelian
benih bersubsidi untuk
kelompok tani

Jum’at, 24 Maret
2017

Berdiskus tentang PBB yang
adadi PT. Pertani (Persero)

Mengetahui cara
pembayaran dan

Ibu Rika Cabang Banyuwangi penghitungan PBB pada
PT. Pertani (Persero)
Cabang Banyuwangi
Senin, 27 Mar et ljin, mengisi materi Mwndapat pengalaman
2017 menejemen organisasi dan menjadi pemateri pada
Ibu Rika estetika seni di orientasi Unit  orientasi Unit Kegiatan

Kegiatan Mahasiswa Kesenian
(UKMK) Universitas Jember

Mahasiswa K esenian
(UKMK) Universitas
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angkatan 20 Jember angkatan 20
Selasa, 28 Maret  LIBUR (hari raya nyepi)
2017
(@ (b) (c)
Rabu, 29 Maret Mengambil data yang Mendapatkan data
2017 diperlukan untuk Laporan tentang PBB dan lokasi
Bapak Suparni Tugas Akhir Objek PBB
Kamis, 30 Maret Melengkapi data-data yang Mendapatkan data yang
2017 diperlukan untuk Laporan diperlukan saat
Bapak Suparni Tugas Akhir penulisan Tugas Akhir
Laporan PKN
Jum’at, 31 Maret Berpamitan kepada seluruh staf Mendapat ijin
2017 kantor PT. Pertani (Persero) mengakhiri Praktek
Budi Susdiarto, Cabang Banyuwangi KerjaNyata
SP. MM

Sumber: PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi

3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata
Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan
Kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:
a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata dan meminta bimbingan
kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
b. Meminta blanko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul
yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat Laporan Praktek Kerja Nyata
ke akademik.
d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata.

3.3 Jenisdan Sumber Data
3.3.1 Jenis
Jenis data yang digunakan pada pel aksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:
a. DataPrimer
Data primer adaah data yang diperoleh langsung dengan
mewawancarai pegawai Kantor PT. Pertani (Persero) Cabang
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Banyuwangi. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan
kepada narasumber untuk menggali informasi yang diperlukan oleh
penulis tentang perpajakan khususnya Penghitungan dan Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan.
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak lain
berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data
sekunder seperti UU No. 12 tahun 1985 yang mana telah diubah dengan
UU No. 12 tahun 1994, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah No. 6
tahun 2012, artikel, internet, jurnal, modul dan lain sebagainya yang
berkaitan dengan Penghitungan dan Pembayaran Pgjak Bumi dan
Bangunan.
3.3.2 Sumber Data
Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah
Buku Pedoman Peraturan Direksi PT. Pertani (Persero) tentang Tata Kerja dan
Susunan Organisasi PT. Pertani (Persero), dan Dokumen Perpajakan PT. Pertani

(Persero).

3.4 Metode Pengumpulan Data

M etode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
tanya jawab kepada narasumber Kantor PT. Pertani (Persero) Cabang
Banyuwangi yang berhubungan dengan masalah *“Penghitungan dan
Pembayaran Pajak Bumi Bangunan”.

b. Observasi
Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan pengamatan
tentang Mekanisme Penghitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani (Persero)
Cabang Banyuwangi. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis adalah
membandingkan Surat Pemberitahuan Pgjak Terhutang (SPPT) Pagjak
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Bumi dan Bangunan dengan UU No. 12 Tahun 1994 dan Perda
Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2012.

. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan oleh penulis adalah mengkaji beberapa
literatur, dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan Penghitungan
dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
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BAB V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:

Mekanisme penghitungan Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) Pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi
mengunakan Official Assessment System. Sistem ini memberi wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang, besarnya Nilai Jual Objek Pgjak Tidak Kena Pgjak (NJOPTKP)
untuk wilayah Banyuwangi yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2012
pasa 3 ayat 4. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berbeda untuk setiap lokasi
dan kelasnya, perbedaan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 150/PMK.03/2010.

Administras perpgjakan khususnya pembayaran Pgjak Bumi dan
Bangunan (PBB) pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi yaitu
dengan cara offline. Mekanisme pembayaran pagjaknya adalah PT. Pertani
(Persero) Cabang Banyuwangi menerima SPPT yang diterbitkan oleh
Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang harus dilunas
maksimal 6 (enam) bulan setelah SPPT tersebut diterbitkan, kemudian PT.
Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi melakukan pembayaran SPPT di
Bank Rakyat Indonesia dengan membawa SPPT sebagai bukti pajak
terutang. Setelah melakukan pembayaran Pgjak Bumi dan Bangunan
(PBB), PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi menerima tanda bukti
bayar berupa STTS atau Surat Tanda Terima Setoran. Proses pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah sesuai dengan UU No. 12 Tahun
1985 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 12 Tahun 1994 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
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52.1 Saran

1. Dalam melaksanakan kegiatan perpgakan diharapkan PT. Pertani
(Persero) Cabang Banyuwangi lebih mengikuti perkembangan
peraturan Perpajakan, dikarenakan peraturan perpgjakan sering
mengalami perubahan yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan
kepastian hukum bagi wajib pajak.

2. PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi dengan segenap karyawan
khususnya bagian Keuangan Umum dan Perpajakan yang menangani
masalah pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tetap mengikuti
pelatihan atau penyuluhan perpgakan yang dilakukan oleh Kantor
Pelayanan Pgjak (KPP) sehingga dalam melaksanankan kewajiban
perpajakan perusahaan dapat selalu berjalan dengan baik, tertib dan

sesual dengan peraturan yang berlaku.
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Lampiran A

KEMENTERIAN RISET, TEKNMOLOGE DAN FENDIDIEAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FARKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
1, Knlimoresn - Kampius Tegaiboto Teip (F135) 334886 311343 Fax (0331) 135554

i Jembor 6012) Emwd ihew i il i wk
]
ok I;ﬂnn+:r Upl o+ RAAFUNZSLZ/EP 2017 18 Januari 2017
| Lampiran:  : Sam eksemplar
il Halyy i Pangantar Magang

Yeh. Pimpinan PT. Pertani [PERSERD) Banyuwangi
11, lénderal A Yanl No. 27
Bapyuwangi

| 1

Dalam rangka mengembangkan wawasan prakels mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajekan Fakultas Iimu Sosial dan, Beou Politk Unjversitis lembier, maka sdtlap
mahgsiswa yang telah menyelesaikin minimal 108 SKS diwajibkan mengikitl kegiaan
magang (Praktak Berja Nyata) untuk penyelesaian lnporan tugas akhir.

ﬁth.l.g:gmgan dengan hal tersebnt kami mengharap dengan hormat kesediaan Suudsra
untuk memborikan rekomendasi fin keglaten magang (Prakeek Kerin Nya) mahasiswa
kami di Kantor PT, Pertani (PERSERQ] Banyuwangi: Adapun nama mahasiswa yang akan
mengikuti kegiatan magang adalah |

L - =y
[ Mo NAMA NIM Program Studi
L. | Atika [sfahani Bestarina 140903101001 Diploma {1l Perpajakan
2, | Mohammad Irfan Fagih | 140903101046 Diploma Ul Perpajakan |

Bersama Ini k| lam pivkan 1 (satu) eksemplar proposal Prakiek Kerja Nyata [PRN).

Atas perhatian dan Ibm‘-sedinnnnyi disampaikan erima kasih,

e . n Dekan I,.’
' B p » Wakil Dekan |,

4

-
¥ . b

Ors: Himawan Bayu Fairiadi, MA. Ph.D.
NIF 19610820 199201 1 001 *




Lampiran B

- L&pPertani

; | Sadabiar Setia Petawt

Mmoot 128 JPERTWS.C5/HKP.I0/2N7 Banyuwangs, 3} Jamas 2017
Lampiran 1
Hal { Perserujusn Prakiek Kerja Myan ( PKN }/Magang

Muhasisan Diploma 17T Perpajakan Universias Jember,.

Kepada Yih, i e
Drebous Fakabtas fimo:Soual dan T Palitik
Universites, Jemher

D Jernhes

Memurijnk sorat Soodies nomer 244/UNIS1L2/SP/2017  uaggal 18 Jsnoar 207 perihal
Perpantat Mapang, dengan stieafini kamd dapat menerims permohonan Saudars.

Prikick dilakulan sclarn sity bulin ovolal | sampai deagen 31 Marer 2017, Selama prokeck
nahagisarn diwaiibhan hadic setap had kedfs Senin sampei fuen'at, berpakatan sopan dan menggloit
peraturan perutihian yanpg beelnky

Demikinn sairut bnl kami samspailen don terima kosih ome kepercayaznoy,

TT Pertani { Perserc | Cabang Banyowang

Susdinrre SP MM
NIE. 12798

FT REATANI (RERSERD) WANTOR CAZANE BANYUWANGI
Fatan Jend, Ahmad Yanl Mo 27, Banyuwangl 88411 Phone 0333474475 Fax 0333421241
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGE DAN PENDIDHEAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU S0SIAL DAN ILMU POLITIK
lnlan Kalmandan 37 - Eampun Bumi Tegafhoto

T (O331] BA5588 - FILN6E, Fa (0001) 135596 lember 60121

i I:nl Hmﬂﬂn‘ai.l

SURAT TUGAS

Momor 1 456/UN25.12/5P 2017

Berdazarkan surat ‘darf Kepala PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi homor
38 /PERT.WS.C5/HKP.30/2017 tanggal 30 lanuari 2017 perihal Persetujuan Praktek Kerja
 Nyata [PKN)/Magang Mahzsiswa Diplbrma |1l Perpalakan Universitas Jember, maka dangan
" inl Dclian Fn_ltu]tu.s limu Sosial dan limu Politile Universites [ember menugaskan kepada
maha;ﬁs'_agr:u };Hng namanya tercantum di bawah ini :

No | NAMA NIM Program Studi
| 1. | Atika IsEihani Bes[;: ring 140903101001 Diploma |l Perpajakan
| 2. | Mehammad Irfan Fagih 140903101045 Diploma 1] Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di PT. Fertani [Persere) Cebang Banywwangs, mula)
tanggal 1 Maret s 31 Maret 2017

Premmillan surar tugas inl untilk difzksanalan dengan $ebaik-balknya.

- | r |embier, 1 Februr 2017

an Dekan
‘ it Wiakil Bekan L

FEC

[ Himawan Bayu Patiiad], MA, Phob.
NIP 19610828 199201 1 001 f

Primarguian Kopada
1. Mmginan BT Perganl (Persero) Cab Banyuwarg)
2. Hapresdi Bplomas §1F Ferpafulan
1. Makaiiwa yang Bersanghetas
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Lampiran D
| -
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGL DAN PENCHENKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

11, Kalicsantis 77 - Kamgas Aumi Tegalboio Telp, ((030) 113584 - 511043
Fos (0330 | 335385 Jember 60121 Eowil - Guipss wngymiil

SURAT TUGAS
Nomor : 457 /UN25.1.2/5P/2017

| | -
Dekan Fakultas fimy Sosial dan lmo Politsk Universitas Jember menugaskan kepada :

Mama : Dirs. Sugang [swoni, M.A.
MNP 1954020219840 31004
|abeitan : Lektor Kepala

Fangkot , pelongan : Pembina  1V/a

Sebagal supervisl mahasiswa Program Studi Diploma Wl Perpajakan Fakulras limo Sosial
dat limu Politlk Universitas [ember di PT. Pertani (Persers) Cabang Banyuwangi, terhitung
mulai tihggal 1 Marets.d. 31 Maret 2017, Adapun nama-pima mahasiswa sebagai berikul :

| No HAMA 1 NIM Program Studi |
[ L Atika lsfahan| Bestaring 140903101001 Biploma 111 Perpajakan
| L Mohammid Irfan Fagih 140903101046 Diploma |1l Perpajakan

Demijdan surat tugas fni untuk dilaksanakan dengar sebafk-baiknya.

jember; T Febiruark, 20017

an Dekan
Walkil Dekan 1y

i ‘ [re; Himawan a:n_-,-u Patriadiy MA. Ph.D:
=it i NIF 19610828 199201 1001
Tembieen: | _ I = _{
1, Delcnn FESTP UNED [ subagal lappran] : ]
£ Retla Program Seed) DI P pajakan FISIFUNE]

ki W At FST P TR




Lampiran E
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KEMENTERIAN RISET, TERNOLOGL, DAN PENDIDIEAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

1. Kafimanten 37 Kemrgres Tegalboin Telp: (0037) 335586, 331347 ey, [0337) 335586 Jember GE121

SURAT TUGAS
Nomor : 1372/UN25.1.2/5P/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D 111 Perpajakan
Fakultas llmu Sostal Dan hmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Hmu Sosial
Dan llmu Politik Universitas Jember menugacksn nama tersebut dibawah ini:

PANGKAT/ %
ND NAMA GOLONGAN JABATAN | KETERAMGAN
1 | Yeni Puspitz, S.E.M.E Penots Muda Tingkat | | Tenaga el
NIP, 19830101 2014042001 T Pengajar

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerfa nyatn mahasiswa :

Mama
MM

= Mohammad Irfan Fagih
£ 140903100046

Prograt Stud]  © DT Pérpajakan

Juadul

= Perhitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PEB) Pada PT. Pertani
{PERSERO] Cabang Banyuwangi

Demikiin untek mendapat perhadan dan dilaksanakan dengan sehall-babknyn.

Tembusan
L. Knsubag, Pendidikan

Ditetaphan di fember
=hgda Tangpal | 06 April 2017

£ Mahagiswa bergangkutan
3. Pertinggal




Lampiran F

KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIRAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

1 Eabirmstan - Wasrgny Tegallot Telp (03317 33330, 135043 Dan (0301 | T15335 Jrseln 68121
Vo] - Eayrarmiaimbiim e Teln 000 E12TH)

NILAL HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA Il PERPAJAKAN - FISIF UNE]

; NILAT |
_ NO. INDIKATOR PENILALAN ANGKA IIIJKI!_I_{'
i Pengussoan Mater: Tuges =T ’H-
2 | Kemampuin © Kerssm 9. [
3 | Erika G a0 [
(i 4 [Hui]ﬂm -'ﬂs.u‘ | ‘. X
NILAI RATA - RATA I
Identitas Muhasisws yang diniln -
Marmn = Mohammsd [rfan Fagih
MM 1 4003101048
Jgnasnn < Il Adhimiristoms
Progrim Studi - Diploma [ Perpajakan
Yang Menilai
Mamia i Rilun Abpriana Devd
NI e
Jabatun + Siall Kas Keu & Umum
Istnmsi + T, Pertani (Mersero) Cabang Bamyuang

CIF |4 | O (0 [

o)




Lampiran G

AdPertani

Hadadar Dot Fwdye

DAFTAR HADHR
FRAKTER KERIA NYATA (PEN)
JURUSAN TLMU ADMINISTRASI/ DI PERFAJAKAN
FARULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIE UNIVERSITAS JEMBER

Mama - Mobsmerad frfm Feeph
Mo 10903 101046
N0 | HARI/ TANGGAL
Rarbu f 1-Maret- 2016
Earni / 2-Maret- 2015
Jum’at § 3-Marat-2015
Senin f B-Maret-2016
Selasa f T-Maret-2016
Rabu /- §-Maret-2015
Earnis f 5-Maret- 2006
Jum’at | 10-Marat- 2016
Senin / 13-Maret- 2016
Sefasa / 14-Maret-2016
Rabu [ 15-Maret-2016
Emmia / 16-Maret-2016

Jum'at / 17-Marat-2016 08.00-17.00 - ?%

Senin / 10-Maret-2016 08.00-17.00
Satasa | 21-Marot-2016 08.00-37.00 N 7
Rabu | 22-Maret- 1016 08.00-17.00 : S

Wamis/23-Maret-2006 |  OR.OD-17.00
Jum’ott / 24-Maret-2016 0f,00-17.00
Sanin | 37-Maret-2016 08.00-17.00
Selasa / 28-Maret-2016 OB, 00-17.00
Fabu / 29-haret- 2016 ‘OR00-17.00
Kamit / 30-Marot-2016 0B.00-£7.00
Jur’at £ 311-Miret-2016 'DE.00-17.00

brd it E el = Rt 3 e g e e = R R ) R (T8 S R T

Pendampns Peneria

PT. PERTANI {(FERSERDY CARANG BANYLANDI
B kend. A, Youi Mo, 37 Banverwungi, Telp, (0337) 424425 Fao ({1353) 421743




Lampiran H

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOG], DAN PENDIINEAN TINGCI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILML SOSIAL DAN ILMLU POLITIK

1 Eafrvesiss — Kangis Tegalboss Tofy, (331§ 135556 51082 Faa A1) 13590 Jernber AR124
Limail - fnirooesiinetion v Telp {0011 133700

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL FPRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDM DIFLOMA 1Tl PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Mama ; Mohomimod Irfun Fagih
NI : 140903101046
Jurusan 1 Tmn Administrasi

Progrm Studi : Diploma [T Perpojakan
Alamnt Asal : JL Rasng Mo, 10 RT 03 RW 001 Dusun Krajun 1 Desa Sumberpakem
Kecamatan Sumberjombe Kabupaten Jomber

Judul Laporan
({bahasa Indonesiz)

Penghitungan dan Pembavaran Pajak Bumi dan Banguno (PBE) Pada PT. Pertani {Persen)
Cabang Banyuwangi

{bahnss Inggris)
Calewlaron and Payment of Property Taves At PT. Pertani (Parsero) Bomawangi

Dosen Pembimbing @ Yeni Pusphs, 5.E,ME

TANDA
NO | HARIVTANGGAL | JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN
PE G
1. | Senmin, 1704/1017 0900 | Pengajuan Bab | 7
2. | Selasa, 2SM4/2017 0900 | Pengajuan Bab 1, 2 dan 3 Myl
3. | Sclasa, 02052017 | 0900 | Revisi Bab 1,2 dun 3 b
4 | Rabu, 240572017 09.00 | Pengajuan Bab1,2,3,4dons | /A
T
Pengajuan Bab 1, 2, 3, 4, 5
5, | Semin, 29065/2017 9.4 dan Inmplran-lsmpiran 7
6. | Rabu, 31052017 0, (i Aee Laporan Tugas Akhir
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Lampiran |

..lll.l..:.l.-lll..l....l._nl..
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Lampiran J

BLPATT BANYUWANGI

PEAATURAN DRERAH IABLPATEN BANYLAWANGT
NOMOR & TAHUN 2012

TENTANG
PAIAK SLIMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKCOTAAN

DENGAM RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATT BANYLIWANGE,

: & bahwa pajak deerah merapakan salsh saly sumber Pendapatan Deerah

yang herperan penting puna mamilayal penyelenggaran pemeriniahan
mmmmnmmﬂwm
untulk  meninghaitksn  kesejshierasn mesjudican
lemandirian Dacrah;

b batwe sesual ketentuan dalam pasal 2 ayat () hunf | Undang-Undang

t. bahwa berdasarken pertmbangan schagalinians dimaksid dalsm hurul
a dan hune b, peru membentuk Peraturan Daersh Kabupaten
Bamyuwengl tenteng Pajakl Bumi Den Bangunan Perdesdan dan
Perkotaan,

¢ 1, Pasal 18 ayer (6) Undang-Undang Dasar Negars Republik- Indonesls
Tahun 1945

7, Undano-Undang Nemar 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
{Lembaran Megara Tahun 1850 Nomor 104, Tembshan Lambaran
Megarn Nomar 243

3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukin Dasrah-
Dasrah Kabupaten Dalam Unglungan Propinsi Jawa Timur (Benta
Megare Tahun 1950 Momer 19} sebagalimana telsh diubah dengan

Nomor 2 Tahun 1055 (Lembaran Nagara Tahun 1965
Nomor 15, Tambahan Lembaran Megara Nomes 2753);

4, Undangndang Nomor @ Tahun 1981 tentang Hukum Acss Fidens
[Lembaran Megara Tahum 1981 MNomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomar 30279

&, Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 fentang Ketentuan Umum dan
Tata Carn Pepajakan (Lembarsn Megsra Tahisi 1083 Momor 49,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 3262) sebagalmana telsh diutah
beberapa kall kerakhir dengan Undang-Urdang Nomor 16 Tehun 1995

80
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{Lembaran Megera Tahun 1999 Nemar 62, Tambahan Lembaren
Megara Nomor 4953);
£ Undang-Undang Momor 19 Tahun 1897 lentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Palsa (Lemboran Megara Tahun 1997 Momor 42,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 3586) sebagaimana tefah diuteah
dengan Undang-Uintang Nomor 19
Tahun 300 Mornar 128, Tambahan Lembaran

:

s

B
?

&, Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentarg Kedangan Negara
{Lombaran Wegars Tahun 2003 MNomor 47, Tambahan Lemberan
Hegara Nomor 4285)

10. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentsng Perbendaraar Negrs
{Lembaran Megara Tahun 2004 Nemor 5, Tambahan Lembaran Nagara
Merriar 4355);

11, Undang-Undeng  Momar 15 Tahun 2004 tentang Pemeriicaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Megars
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembarem hegam Nomor 44000,

II.UMMHWHMMMMWM

(Lernbaran Negara Tahun 2004 Momor 125, Tambahan Lembaran

Keugngen antars Pemerntah Pusat dan  Pemerintshan Daerah
{Lembarsn Megara Tahun 2004 Momor 126, Tambahan Lembaran
Megara Nomor $438);

14, Undang-Undang Memar 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerab dan
Retribusl Operah  (Lembaran  Negara Tabun 2009 Nomor 130,
Tembahan Lembaran Megira Momor S045);

15.Undang-Undsng Momor 12 Tahun 2011 tertang Pembentukan
Peraturan Parundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor
B2, Tembahan Lembaren Negars Nomaor 5234}

16, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pefaksanoan
mmm_uTm1mmwmm
{Lombaran Megara Tahun 1583 Momor 36, Tambahan Lemberan
Megara Momor 3258) sebogaimana telah diubah dengan Pesaturan
Pemarintah Momer 58 Tahun 2010 (Lemberan Negara Tabun 2010
Moenar 90, Tambahan Lembaren Negara Nomar 5145}

17.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tatwn 2000 tentang Tats Cara
Penyiaah dalam rangka Penagihan Pajak dengan  Surat Faksa
memmm,mmmm
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18 Peraturan  Pemerinksh Momor 55 Tahun 2005 tertang Dana
Perimbangar (Lembaran Megara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Megara Momar 4575);

19, Peraturan Perneniniah Momor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kejangan Daerah (Lembarsn Megara Tahun 2006 Momor 140,
Tambahan Lombaran Negara Nomor 4578);

20, Peraturan  Pemerintah  Momor 79 Tahun 2005 tenkang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Pemyelenggarsan Pemerntahan Dasrah
(Lembaran Megara Tahun 2005 Momor B85, Tambaban Lembaran
Megara Mamor 4593);

i1, Peratyran Pemerintsh Nomor 91 Tahun 2010 teniang Jenis Pajak
Oasrah Yang Dipungul Berdasarkan Penetapan Kepaln Desrsh atau

Sendirl CHeh Wajlh Pajak (Lembaran Megera Tahun 2010
Momaor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);

22.Peraturan  Presiden Mesmor | Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarlussan Peraturan Perundang-Lindangan;

23.Peraturan ' Menteri Dalam Megen Momor 13 Tahon 2006 tentang
Pedoman Pengeloaan Keuangan Doerah ssbagaimana leish divbah
leatius knll dengan Persburan Menteri Oalam Megeri Momor 21 Tahun
201L;

24, Poraturan Merder Dalam Meger Momor 53 Tahun 2011 Sentang
Pembentukan Produk Hukum Dssersh;
25. Peraturan Deerah Kabopaten Banyuwangi Momor 6 Tahun 2011

tentang Otganisasi Peranghat Daerah (Lembaran Doerah Tahun 2011

Dengan Parsetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DUERAH KABLFATEN BANYLWANG]

Monatapkan

dsn
BUPATT BANYLIWANGE

MEMUTLISKAN:

PERATURAN DABRAH TENTANG PAMK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAMN

Bag 1
KETENTLAM LiUM

Pasal 1
Datam Peraturan Daersh ini yang demaksud dengsan :
1. Daerah adalah Kabupaten Baryuwangk.
2. Pemarintah Casrah adalah Pemerintah Kabugaten Banyuwang).
1.¥epala Daerah adalah Bupati Bamyuwangi,
4. Dinas Pendapatan adatah Dinas Pandapatan Kabupaten Banyuwenal,
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tidak sama dangan tahun kalender.
16, Pajak yang terutang adalah pajak yang hans diboyar pads suatu
saal, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau datam Baglan
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Tohuan Pajak sesusi dengan ketentusn persturan  perundangs
undangon pemajakan dasran.

17. Pemungutan adalsh supiy rangkalan kegistan mula  dar
penghimpunan data objek dan sublek pajak, penentuan besarmya
pajaic yang terntang sampai keglatan penagihan pajak kepada Walb
Fjak sertn pengawasan penyetorannya,

16, Sural Setorsn Pajek Daerah, yang selanjuimya digngkat SSPD,
sfalah bulkti pembayaran st penyetoran paiall yang lalsh

Pemberitahuan Objek pajak (SPOP) adaleh sarara bagl wajlb
| Objek pajak yang akan dipakai

sehogal dasar untuk menghitung pajak Bumi dan Bangunan (PE&)
yang tansang.

0. Sural Pemberitahuan Pajak teruteng (SPPT), edakah sisat untuk
memberitahukan’ besarmye  pejsk bumi dan  bangunan  yang
tarhustang kepads wajib pajk,

21, Sursf Ketetapan Pajak Doersh yang selanjutnys disingkat SKPD,

ndalah et ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah

yang ;

i
5
:
|

RO
§£§§§g§§
%Eggggi
fitd] §
i1
gi i
it
28 31

®

;
i
3
5%
:
E
E

2. Pemerisaon - adalah serangkplan kegistan  menghimpun  dan
yang




miekaksarsicnn ketentusn peratiran peruncang-undangan perpajakan
doerah,

7. Banding adalah upaya hukum yang dapet dilskukan oleh Wallb Pajak
atau peranggeng pajak terhadap susktu keputusan yang dapat
diajukan banding bendasarkan peraturan  perundang-undangan
perpajskan yang beraku.

24, Putusan  Banding adslsh putusan badan persdiien pajak atas
banding techadap Surat Keputusan Keberatan yeng disjuien oleh

29, Panyidikan tindak pidana & daerah adalah
tindakan yang diakuken oleh Penyidik untuk mencari
sartn bukti yang dengen bukt  ftu membuat

Pasal 3
{ﬂm&hﬂmmmmmmmm
danatau  Bangunan  yeng dikuasai, danjaty

[JJTMMWWMM
. jalan Enghkungan yang teretak dalam satu kompleks bangunan
i ol b il oy £l

Ty
1
q
i
1
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{3} Ctjek Pajok Buml dan Bangunan Perdossan dan Perlotasn
tiditk dikenakan pajak adalsh: =

5 oleh :
Imfmk memm

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pesal 6

{1} Desar pengenaan Pajsk Buml dan Bangunan Perdesssn dan
Perkataan adaizh Nilsi Jusl Objek Paiak (NIGP);

(2} Beszmys MIOF sebagaimana dimeksud pada 1) ditetapkan
mammmmmﬁmm
diketapkan satap tahun sesus dengan perkembangan wilayahnym;
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(¥ Panetapsn besarmya MIOP sebagaimana dimaksud pada mvab (2)
diatur dalarm Peraturan Kepals Dasersh.

Pasal 7

Besarmya tarf Pajak Bumd dan Bangunan Perdessan den Perkotazn

ditetaphkan sebagai barikut:

{. Untuk NIOP samps! dengan Rp 1.000.000.000,00 (ssty mitys
fupialy) sebesar 0,1 % {rol koma satu persen) per tfun;

2. Untuk NOOP di-stas Rp. 100000000000 (satu milar ruplah)
sebesar 0,2 % | nol koma dus parsen) per thun.

Pasal B

Bessamya pokiok pajsk Bumi dan Bangunan Penbesaan dan Perkotman
yang terdang dibtung dengan m@ra mengalian il sahagaimana
dimakaud galam pasal 7 dengan dasar penpenaan pajik sebagalmana
dimaksugt datam pasal & ayat (1) setelal dikurang| Mila Jual Objek Pajak
Tidak Kena palak sebaguemans dimaksid dalam pasal 3 ayat (4]

Bagan Ketga
Sistem Pemungaitan Pajsk
Pasal 9
Pajakc Bumi dan Bangunan Perdesaan fan Perkotasn dipungut dengan
sisbern Oificial Asseament.

Bagian Keempat
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

PFasal 10

Saal yang menentukan pajak yang terutang adalah menuna keadaan
ohjek pajak pada tanggal 1 Janyar,

BB 11
WILAYAH PEMUNGUTAN FRE

Pasal 11
Patjak terutang dipungut di wilayah daerah.
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(1) Pendstaen dlakukan dengsn menggunakan SPOP,

mmmmmmmww

:4}mmmmmmm
(3} berupa karcis dan nota perhitungan, i
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Pasal 16

{1) Tata cara penerbitan SPOF, SPPT, SKPD, SKFDN atau dokumen S
lain yang dipersarmakn, mdhm:ddanm,msl 12,
pasal 13, pasal 14 dan passl 15 skan diatur lebih fanjut dengan
Pemturan Kepala Daerab,

mmwmmmmmmmm
SPOR, SPPT, SKPD, SKPDN ateu dokumen lain yang diversamakan,
mmﬂmm&ﬂﬂﬂ.pﬂdﬂ :lannald

15 akan diatis lebib lanjut dengan Pesatusan Kepala Daerah

EBagian ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 17
{L) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD fia:
tahun

dadam barfatan tidak ateu kisreng dibayar;
Pajak dikanakan sarks| adminttratd berupa biinga dan/atmi

Bagian Kesmpat
Tasta Cara Perniayarat
Pazal 18

{1} Kepala Dweersh menentulan anggal permimyaran dan
penyetoran pajak yeng teruteng paling lama & (enam) bufan sejak

tanggal dierimarym SPPT cleh Wajlly Pajak.
() SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Kepuhusan
Heberstan, dan Putusan Banding, yang menyebablan pajak

yang hanis ditayar bertambah merupekan dasar penagihan pajak dan
harus dilunasl dalam jangka wakty paiing tama 1 {ssty) bulan sejsk
tanggal diterbetdan,

{3} Kepala Deersh atas permohonan Wajb Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak, unbuk mengangsur atau menunda
dnngan dikenskon bungs sebesar 2% (dua persan) sebulan.

Pasl 10

l]m%“mwmm
menggunakan 55PD

Z}I:mmidﬂlmnmhhmm
peryeloran, termpat pembayeran, angsuran, dan  penundsan
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pembayaran pajak distur leblh lanjut dengan Fersyuren Kepsls

Pussl 20
mmumummmm,mm Surat Keputusan

Bagian kelima
Keberatan dan Banding
Passi 21

1) Wajib Pagak depat mengajukan keberstan hanys kepoda Kepsla

Daerah stau pejabat yang ditunjuk atas suatu;

4. 5PPT,

b SKPD;

© SHPOLE;

. SKPON; dan

& Pamotongen atay pemungutan oleh pihak Wetiga  berdasarkan

ketentuan peraturan daerah.
ﬂywmmmmmmm

diserta slasan-alesan yang felas.

{3} Kaberatan harus diajukan dalam jangka wakiu 3 (tga) bufan scfak
lm_uuai sebamaimnng demaksud pads ayat (1), kecuall fika Wajio
Pajak dapat memunjuldan babwa jangka wakbu fu tidak dapat
dipenuhi karenp keadaan di luar keluasaannya,
(4) Wasbaratsn dapat dizjukan apabils Wajib Pajak talah membayvar pafng
sesilit sejumiz yang telah disstujul Wajib Pajsk.
{5) Kabaraian yang tidak memenubl pecsyarstan sehagalimana dimaksud
mmmmmmmmmmmmmm
Susat Keberatan sehingga tidak dipertimbanghan.
(6) Tanda penerimaan Surat Kebermien yang diberian oleh Kepaly
Daerah atau Pejabat atzu tanda pengiriman Surst Keberstan mekalul
sieat pos tercatat sebacal tandn bukll penerimaan Surst Keberatan,

Pasal 22
u}mnmﬁm fangka wakiu paling lama 12 (dus belas)
bulan sejak tangoal Suret Keberatan dfterima, hans memberikan
keputusan ates keberatan yang diajiskan,
(2} Keputusan Kapala Deersh atas keberg@n dapat berupa menerima
selunininya atau sehagian, menoiak s menambsh besarmya jumish
pafak yang tendang,
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mmmmmmmammm
dan  Kepala Daerah tidak member heputusan,
wmmmmm

Fasgal 23

(1) Waijib Pejak dapat mengajulan permohoran banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenal keboratnmya yang
ditetaphan oleh Kepala Daerah.

(%) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayet (1) dizjuan
socara tertulls dafam bahiasa Indonesia, denpan alasin yang jedas
datam janghka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri
salinan dari surst keputusan keberstan tersebut,

mmwmmmmmw

{ﬂmwmmmmmmm
dan Kepala Daerah tidak memberi suaty keputusan, keberatan
mmmmm

Fasal 24

(1) Jka pengajuan weberstan atax permohonan banding dikabulian
sehagion atay seiurahiys, kelebinen pembaysran pajak dikembatficn
dengan ditembah imbalan bungs sebesar 3% (dus persen) ‘sstiap
butan urtuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

l!imwmmmm{l}mﬂﬂ

buian pelunasan sampal dengan diterbidannya SKPOLB,

{3) Dnlaim hal kebsratan Wajib Pajak ditclak atay dkabilican sshagian,
Wajit Pajak dikenal sanksi administatd berupa denda sebesar S0%
{lma puluh  persen) darl jumish pajak berdosarkan keputusan
kebaratzn dikurangl dengan pajak yang telah dibayar  sebalem
memngajskan keberatan,

{4) Daiam hal Wajib Pajak mengajban permohonan banding, sanksi
sdrinigiratil  berupa dendm sehesar S0% (lma puluh - persen)
sehagaimana dirmaksud pada ayat (3) tidak dilcerakan.

(5} Dalam hal permohonan banding ditofak atau dikebulan sebagian,
Wayl Pzjak dikenal ssnksl administratif berupa denda sebasar 100%
{serahus porsen] danl jumish pajak bendasarkan Putusan Banding
dikurangd dengan pembeyoran pajak yang telsh dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

Bagfan Kesnam
Tots cora Pembastulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetspan, dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif
Pasal 25
(1) Atas permohonon Wallb Pajak atau kerena jabatannya, Kepals
Daerah dapat membetulkan SPPT dan SKF yang dalnm penerbitanmya
terdapat - kesalaban fulis danfatau  loasblahan hRung  dan/stau
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kefeelirion penerapan ketentuan tertenty delam peraturan parpajakan
daerah.

{2) Pembetulan SPPT dan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disjukan dalam jengha wakiu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat
dirmaksud, kecual jka walb pajak dapat menunjukkan bahwa jangks
ety ity Deak dapat dipenuhl kerens keadasn d luar kekiassanma.

i3) Kepala Doarah dapat:

i mengurangkan atsu menghapuskan sanksl sdministrati® berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menund
daarah, dalam hal

perEtian parpaiakan
sankel tersebul dikensksn karera kekhilsfan Wajlh Fajak ateu
bukan karznn kesalahannya;

b. mengurangkan atald mambatalkon SPFT don SKP yang Hdak
nau';

& mengurangisn stsy membatatkan STP PEE;

o, mombatalkan hasil pemerkssan bheu. ketelapan  pajak  yamg
m“mmmmmmm

f_w ketetapen  pajak  tenutang berdasarian
pertenbangan kemampuan membayar Wajlb Palak atau kondis
tertenty obiek pajak;

f. membatalkan ketetapan pajak terutang dalem  hal objek pejak
tarkena bencans alam atau sebab lan yang luar biasa.

(4} Ketentuan lebih lanjut mengenal tsta care | pengurangsn  atau
penghmpunsn sanksi admnistratt dan pengurangan atau pembatalan
kitmtapon pajak snbaghimans dimakeud paca syat (2) diatur dengan
Perstiran Kepala Dworah.

BAB Y
TATA CARA PENGEMBALTAN KELEETHAN PEMBAYARAN
Pasal 26

{1)}htas kelebihan pembayaran Pajak, Wajih Pajak dapat mengajukan
permobanan pengembalion kepads Kepala Deareh.
{2} Kepata Daerah datam fangka wakiu paling lama 12 (dus beles) bulsn

sejak diterimanya penmohonan pemdyaran
Pajak  sebagadérans dimasksud pada ayet (1), harus memberikan

mmmmmdemmmm
memberkan susty kepobusan,

mmmw pembayaran Pajak diangoap dikebulkan
dan SKP' PBE harus diterbitkan dalam jangka wakiu - paling lama 1
{eaku) bulen.

(4) Apabia Wajlb Pajak mempunyal utang Pajak lainya, kelebhan
pambayaran Pajak sebagaimana dimakeud pada myat (1) Engsung
diperhitunglan untuk melunasi terebih dahuk wEng Fajsk tereebut
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(5} Pengamballan kelebthai pembavaran Pajak sebegaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakuian dalam jangka waktu paling fama 2 (dua)
bulan sefak ditertitiannya SKP PBE

:ﬁ}mmuﬂmmmmw
lewat 2 (dua) bulan, Kepala Deersh membesian imbalen bunge
sahesar 2%  (oua: persen] sstiap bulsn as  heterambatsn
pembaysran kelebihan pembayeran Pajak.

(¥} Tats cara pengembalan kelebitan pembayaran Fajak sebagaimana
dimanksud piads avat (1) diatur dengan Permturan Kepala Dasrah.

BAB VT _
KEDALLIWARSA PENAGTHAN PAJAK

Parsal 27

{9 Haik untus melakukan penaglhan Fajak menjadl kedaluwenss setelah
malampaul wakby 5 (lima} @hun terhitung sefak saat EUEADRYS
pajak, kecuall apabia Wajlh Pajak melakukan tndak pdana dibideng
perpalakan daersh.

(%) Wedaluwarss Penagiher Pajsk ssbacaimans dimskaud pads et 1
tertangguh epetile;

a. dinrbithkan Surat Teguran dan/ afou Surat Paksa; atau
b. ads pengokusn utang pajak darl Wafib Pajok. bolk langsung
maipin Bk langsting.
{3) Cialoeny hal diterbitian Surat Teguran dan Surat Paksa sehagaimana
dimaksud pada syat [2) huruf a, kedaluwarsa panagihan dibitung

mmhmmmmm.

Pasal 28
(1) Putang Pajak yang: tidak munghin ditagih lagi karena hak untuk
melakuion penagihan sudah kedsluwarsa dapat dihapuskan,
mpmmmwwmm
o Daerah yang sudsh kedabmwarss sebapaimana dimaksud pada syat

{3) Tota cara penghapusan piutang Pajek yang sudah kedsluwarsa distur
dengan Peraturan Kepala Daerah,
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BB VI
TNSENTIF PEMUNGLITAN

Fasal 29

(1) Instans yang melaksenakan pemungutan Fojak Deerah dapst diber]
insantif nips dasar peneapaien kinerja mrbente.

() Pernbevian ingentil sebagaimens dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melaiul Anggaran Fendapatan dan Belanjs Deerah.

Pl 30

{1}5etiap pelabat diarang memberitshukan képads pitak ladn segata
sesuaty yang diketahul atsu diberftahulan kepadarya oleh Wajib

Pigana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Deerah depat memberflkan
fzin tedulls kepada pojabat sebagsimane dimaksud pada ayat (1), dan

mmmwmmw@mm
ada padanys.
{5

(6] Permintsan hakim sehagalmana dimeksud pada ayet
menyebutkan nama borsandgka sty mama tergugat, keterangan
diminta, serta kaftan antara perkara pidana stau perdata
berwangluton dengan keterangan yang diminta.
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BAB DX
KETENTUAN PENYIDIRAN

Pasal 31

:I}Pﬁf-lblt F'!M Negerl Sipd tertentu di lingeungan, Pemarintah

diber wewenang kKhusus aebagei Peryidl Lntuk melskukan

mummammm sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Lindang Hukum Acara Pidana,

(ZiPenyidi  sebagaimana dimaksud pada wyat (1) odalah  pofobat
pegawal negerl sipll tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diangkat oleh pesabat ‘yang. berwenang sesual dengan ketentuan
peratiren perundangundangarn,

(3} Wewenang Penyidik sebagairmana dimaksod pada ayat (1) adalah:
a. mensrime, mencan, mengumgpulian, dan mepelll keterangan a@Eu

berkeroen dengan tindak pidans di bideng perpajakan
Dasrah agar keterangen stsu Inporan temebub merjadi lebil
lengkap dan jelas;

b. menaiiti, mencan, dan mangumpulian keterangan mengenal orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran parbuatan yang dilakukan
sshubungan dengan tindak pidana perpajakan Dacrah;

. memints keterangan dan bahan buikt dan orang pribad stau Badan
sehubungan tengan tindak pidana di bldang perpajakan Dasrat;

o, memerkes buiy, cetstan, dan dokumen lain barkenaan dengan
tindek pidana di bidang perpajakan Daerah;

e melakukan  penggeledahan  untuk  mendagetkan behan - bultl
pembukuan, pencataten, dan dekuenen lain, serts melalokan
penyitasn terhadap bahan bubd tersebut;

f. meminta barhmn tenaga abli dalam rngks polaksanaan Tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daaral;

b memolret  seseorang  yang  berkeiten  dengan  Hndak  pidana
perpajakan Daerah;

I, memanggll orang untuk didengar keterapgannya dan diperfisa
sebagal tersangka atay saksi;

} menghertikan penyidikan; dan/atau

k. metakukan tindakan tain yang pery umtuk kelancaren penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesual dersgan
ketenuan persturan perundang-undangan.

[#)Penyidik sebagswmana dmaksud pada ayat (1) membertahukan
dimulzinya peryidikan dan menyampaikan hosil peryidikenrya kepadn
Permmtut Umum  melalyl Penyici pejabat Polls Negara Republic
Indonesia, s=sual dengan kebsntuan yang distur dalam Undang-
Undang Hulum Acsm Pidana.
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Pasal 33
(1)Pejabat atau teriaga atll yang deunjuk oleh Kepala Deerah yang
karena keslpasnnya mermeruhl rmershasiakan

merryebablesn
dimaksud delam Passl 30 eyat (1) dan syat (2) dipidana dengan
pidana kururgan pafng lama 2 (dus) thun dan pidany denda paling
Banyak Ry, 10,0000000,00 (sepulut juts ruplah).

{3} Fenuniutan terhadap tndak pldans sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dan ayat {2) hanya diskuken atas pengadian orang wang
lerahasiasnmya dilanggar

{43 Tuntutan pidona sesagaimann demaksud padp syat (1) dan ayet (3)
sesual dengan sifstnya adalah memenghut piitsadi

apentingan
sesegrang atou Badan selaky Wagb Pajak, kamna itu dijsdian tndak
pidana pengaduan.

Pasal 34

Dencla sehagaimana dimaksud datam Pasal 32 dan pasal 33 ayat (1) dan
ayst () merupakan penerimadn negara.
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BaB XTI
KETENTILAN PENUTUR
Pecal 36

Hail-hal yang belum cukup distur dalsm Persturen Desrah 6, sepanjang
mengensi teknis pelsksanaannya distur hebih lanjut dalam Peraturen
Kepala Dasrah,

Fosal 37

Peersturan Daerah ini mulsl beriaky pada tanggal | JTanuad 2013,

Apar seflap orang mengetahulrya, memerintahkan pengundarigan
Peraturan Deerah inl dengan penempetannyy dalem Lembaran Daersh
Knbupaten Banyuwangi,

Ditetapkan & Bamyuwangl
Pada snggal 22 Jun| 2012
BUPETT BANYLUIWANGE,

H, ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangian di Banyuwangi
Pada tanpgal 2% Jund 2002

P, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGL

Pembma Utama Muda
NIF 19561008 198409 1 001

BERITA DASRAM KABUPATEN BANYUPAANGT TAHUN 2012 NOMOR
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PEMMELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABLPATEN BANYUIWANG]
MOMOR & TAHUN 2012

TENTANG.
FAIAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKDITAAN

Pasal i ¢ Cukup jeiss

Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 + g jelas
Pasal 4 t Cleup felas,
Pasal 5 ¢ Cukup jelas
Pasal & : Culup jelas
Fasal 7

Angks 1 : Milsi pual Linfuk bangunan ssbelum dermpken el pajuk diuangl
larigbih dabuiu dengan Milsl Jual Tidak Kann Pajak sebesar Rg,
V000,004, - {sepuluh [ulm napiah),

Contoh:

Wajlty pajisk A mempunyai abyek pajak berupa:

- Tanah seluss 800 md dengan harga jual Ry, 300.000.000,-/m2

- Bangunan seluns 490 m3 dengan ndal jual Rp. 350.000,000,-/m2

= Taman seluas 200 m2 dengen nital jual Rp, 50.000.000,-/m2

- Pagar esparjang 120 m dan Bhgal rata-rata pagar 1,5 m dengan
nif joal A, 175, 000,00,-fm2
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Pasad B
Pasal 9
Pasal 10

Pagal 11
Fasal 12
Pasal 13
Pasal 14

20

Besarmyn pokok pajal yang terutang adalah sehagal berikut -
L MIOF Surnd © 800 x Rp300.000,- = Rp, 240,000.000.00

2. NIOP Banguman ;
a. Rumah dan garasi
400 % Rp, 350.000,00 = Ap. 140.000.000,00
b. Taman 200 « Rp, 50.000,00 = Rp. 10.000.000,00
 Pagar
(120 x 1.5) % Rp. 175.000,00 = Rp. 31.500,000.00 =
Total MIOP Bangurian Rp. 181.500,00,00
Total NIOP Surni dan Bangunar Rp, 431.000.00,00
Nilai Bl Cbryes: Pajak Tictak Keria Pagak = Bp.. 10,000.000,00 -
A Nilat Jual Obyek Pajak Kens Pajak = Rp. 411.500.000,00
4, Tanf Paiak yang ditetsgkan dalam Peraturan Doarab 0, 1 %
5: Pajak Bumi dan Bangunan Terutang :
0, 1 % x Kp. 411.500,000,00 = Bp. 411,500.00
¢ Cubisp jetas,
¢ Cuboup jedas,
Kenena tabun pajak dimulai tanggal 1 Janusr, maki kesdaan ohyek
pajak pada tangged bersebut menupakan ssat yang menentukan
Pajask yang terhutang,

& Obyek pEjak poda tanggel 1 Januen 2017 beropa sebidang tangh
tanpa bangunan dl atasryva. Pada Engoal 10 Mei 2012 dilakukan
pendataan, femyats distes tanah tersebut talsh berdin suaty
bangunan, mekn pajelc yang ftersteng unty hun 2012 betap
dhenakan pajak berdassrkan keadsan tanggel 1 Januad 2012
sedangian banpunannya baru akan dikenskan pada tahun 2013




Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Fasal 20
Pranaal 21
Paaal 22
Pasal 23
Prasall 24
Fesal 25
Poesal 26
Pasal 17
Pasal 76
Pasal 19
Pasai 30
Pasal 31
Fasal 30
Passt 33
P 34
Fasal 35
Pasal 36
Passl 37

: Cukup jelms.

i Eubup jelas

¢ Cubup pelas.

¢ Cukip pelss

¢ Cukiap felas,

¢ Qukup jeias,
: Culoup jeies,
: Cukup jefas.
¢ Cubup jelas.
: Cubup jelss,
: Culup jelas.
+ Culp jefs,
i Cukup jelas,
¢ Culup jelas.
i Culug jeles,
¢ Culnip jeles,
s mm
+ Cubup jelas.
t Qubup jeles.
¢ Cukip jefes.
¢ Cubup jeles.
: Cukup jefes
¢ Cukup jeles,

Fi |
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Lampiran K

Menimbang : 8.

x

FRE AL
WEFUBL® MOOREGIL

UNDANG-UNDANG BEPUBLIK INDONESIA
ROMOR 13 TAHUN 1985

TENTANG
BALAK BLM] DAN BANGUNAN
DENGAN RAFMAT TLHAN YAMG MAHA ES8

PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA,

babwa pajak merupshan saloh satu sumber pemsrimasn regeca yang sangat penting artimya bagl
pelaksanaan dan pennpkatan pembangunan nasional sebagal pergamalan Pancasila yang
bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejabteraan rakyat, dan oleh karena it periu
gikghala dengan meningkatkan peran-seris mayy ardkat sesual dengan kemampuannyya;

bakwa b dan bangunan memberkan keunbngan dandatiu kedudukan sosial akomaml yang
Jebih balk bagl orang atau badan yang mempuny # suity hak sesnya sEU memperoleh

manfaat dari padanya, dan oleh korena it wajar apabils mereks diwafbkan membarikcan sebagan
dari manfaat atau kerdcmatan yang diperalehnys kepads regara melaiul pajek|

bahwe sesus| dengan amanal yang mrkandung dalam Garis-garis Besar Malusn Negara Tahun
1583 periu diadakan pambaharuan sistem perpajakan, sshingge dapal mewujudkan peran serta
dan kegotongroyongan masyarakat sebegal potensl yang sangat besar dalam pembangunan
nasiohal;

bahwa sisterm perpajekan yang beraky selama ini, kh ya pajak kebend dan pajak
kekayaan, telah merdnbulkan beban pajak berganda bagl masyarakat dan obeh karens i peris
diakhéri melakui pembaharuan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adl, dan member
epasian hukum;

bahwa untuk mencapad maksud tersebul 5 #tas periu disesun Undang-undang tentang Pajak Bumd
dan Bangunan,

Pasal § ayat {1}, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayet (I) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomar 5 Tahun 1574 tentang Pokok-pokok Pemerintshan i Deerah (Lembaran
HMegars Tahin 1972 Namar 38, Tambahan Lembaran Negara Momos 3037}

. Undeng-urdang Nemor & TAHUN 1283  (Index.php?rsaturan/rincibidoypt=gh==) tentang

Ketentuan Umiam den Tats Cara Perpajakan [Lambaran Negara Tabun 1283 Nomor 48, Tambahan
Lambaran Negars Momor 3262);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKTLAN BAKYAT REPUBLIY INDORES A,
HEMUTUS AN
Dengan mencabut:
1. Ordonans| Pajak Rumah Tamgga 1908 (Paer le Belasting Ord tie 1508, Staatsblad mhus

1908 Momor 13) sebagaimana tefah beboraps kall diubah, terakhic dengan Peraturan Pamaerintah
Penggantl Undang-urdang Nomor 19 Tahun 195§ (Lembaran MNegers Takun 1959 Momor 1132,
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Tambahan Lembaran Megars Momar 1888) yang dengan Undang-undang Momar I Tahun 1961
{Lembaran Megara Tahun 1981 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah
ditetapkan marjadi Undang-uncang;

1, Ordonansi Verponding Indanesia 1923 (Inlandscha Verpondings Ordonnamtle 1933, Staatsbiad
Takun 1923 Nomor 425) sabagaimana telsh beberapa kall disbah terakhir dengan Algemesns
Vercrdaningen Binnanandsche Besmur Java &0 Madosra (Staatshiad Tahun 1931 Nemar 16E);

1. Ordanansl Verponding 1928 (Verpondings Ordonnante 1926, Statsblad Tahun 1928 Nomor 342)
sehegaimang telah beberaps kel Subah, wrakhir dengan Undang-undang Nemor 29 Tahun 1959
(Lembaran Negata Tabun 1959 Nomor 74, Tambahan Lambaran Negara Nemor 1882);

4. Ordonans Peisk Kekayaan 1932 (Ordonantia op De Vermogens Belasting 1932, Staatsblad Tabun

1932 Womar 405) sebagal telah beberapa kall diubsh, terakhic dengan Undang-undang
Momor 8 Tabun 1967 (Lembaran Megaras Tehun 1967 Momor 18, Termbahan Lembaran Negara
Nomos 2827,

5. Orognans Pajak Jalan 1943 (Weggeld Ordonnantic 1842, Steatsbled Tohum 1941 Nomer 57}
sebagadmans telah beberapa  kall diubsh, t=rskhkir dengan Algemeene  Verordening
Oprlogsmisdrijven (Staatsblad Tahun 1948 Nomar 47}

6. Pasal 14 hury! §, &, dan | Ungarg-undang Nomaor 11 Drt Tahun 1957 entang Peraturan Umiem
Pajak Daerah (Lambaran Negera Tahum 1957 Momor 56, Tambahan Lembaran Megara Nomor
L287} yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun L1961 (Lembaran NMegara Tahun 1961 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) tefah ditetapikan menjadl Undang-undang.

7. Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-undang Bomor 11 Tahun 1959 entang Pajak Hasl Bumd
(Lembaran Megara Tahun 1956 Momor L04, Tombahan Lembaran Negara Momaor 1808} yang
dengan Undang-undang Momar § Tahun 1961 (Lembaran Nagara Tahun 1961 Nomor 3, Tembahan
Lermbaran Negara Nomaor 2134] telah ditetapkan menjad] Undang-undang;

Menetaphan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUMAN,

BAB I
KETENTLIAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Urdang-undang inl dengan:

1. Bumi adalah permukaan bumi gan tubuh bumd yang ade dibawahnya;

1. Bangumen adalah konstruksl teknik yang dRanam stau dilekatkan secars tap pada @nah
dar/atay peralean;

3. Miled Jual Obyek Pajak sdalsh hargs rota-refs yang dipercleb derl transaksl jual el yvang terlad
secara wajsr, den bilamana bdak terdepet transaks jual bel, Nilad Jual Obyek Pajak ditentukan
medahs perbandingan harga cengan obyek laie yang sejenis, sbw nilal perolehan bary, atag Nilai
Jual Dbyek Pajek Penggént:

4, Surat Pombertatuan Obyek Fajak adaleh surat yang digunakan oleh wafib pajok  wrtuk
melaparcan dats obyek pajak menurst ketentioan undang-urdang ni;

5. Surat Pembantahuan Pajak Terhutang adalab surat yang degunasan oleh Dir Jenderal Pojak
unitule mem bartahukan Desarmya pajak terhutang kepada wajib pajak;

BAS 11
OBYEK PAIAK

Pasal 2
(L} ¥ang marjad chyek pajak acalah bumi danfatau bangunan.
{2} Mlasifikas] abyel pajak sebagaimena dimaksud dalam ayat (1) distur aleh Menter| Keuangan,

Pasal 3
{1} Cbyek Pajod yang Hdak dikenakan Fajak Bumi dan Bangunan adalab abyek pajak yang:




3. digunzkan semats-mats onhsk melsyenl kepenbingan umurm @ badang  Tbadah,  sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudaysan nasional, yang bdak dimaksudkan urmuk mempatoleh
kguniungan;

b, digunakan wntuk kuburan, peringgadan purbakala, atau yang sejenis dengan i}

c. meErupakan hutan lindung, hotan suaka alam, hut@an wisata, @man  nasional, tanah
penggembalamn yang dikussal oleh desa, dan fanah negara yang belum dibebard suatu hak;

d, digunakan olek perwakilen dplomatik, konsulat berdasarkan asas parlakuan tmbal badik;

#. digunakan oleh badan atau perwakilan orgamisasi inbermasional oleh yeng dftentuken oleh
Manterl Keuangan,

(2)Obyek pajak yang digurakan oloh negara untuk penyebsngparsan pemerintshan, penentuan
pengenaan pajaknya diatur b lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

(3)Batas nilal jual Bangunsn Tidak Kens Pajak dRetapkan sebesar Rp. 2.000.000.- {dua Juta rupah)
unktuk s=liap satuan bangunan,

{d4)Batas nilal jual Bangunan Tidak Kena Pajak sebagsimana dimaksed dalam aval [3) akan
disesaikan dengan suxty faktor peny ian yang ditetapk oleh Mantar Keuangan,

BAR 111
SUBYEK PAIAK

Posal 4
(1) ¥ang menjodi subyek pajek sdalah orang atEyu badan yang secam nyata mempunyal suatu hak
stas bumi, dan/steu memperoleh manfeat atas bumil, danfatau memiliki, menguasal, danfstau
memperolel manfhal 88 Bangunb.
(#)Subyek pajak s=bagaimana dimaksud dalem ayat (1} yang dikenakan kewafban mambayar pajak
manjad| wajio pajak menurst Undang-undsng ini.

(¥ Delam hal ates suaty obyek pajak belum falas diketahe wapih pajaknya, Direktur Jenderal Pajak
dapat menetapkan subyek pajak sebagaimans dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajek.

(#)Subyek pajak yamg ditetapkan sebagaimens dirmaksud dalam syat (3] dapat mambarikan
keterangan secars tertulis kepada Direkiue Jenderal Pajak bakea ia bukan wajib pajak terhadap
obyek pajak dirmaksud.

(5] Bilm keterangan yang diajukan odeh wajib pajak sebagalmens dimaksud calam ayat {4) disstupul,
maka Oireitur Jend=ral Pajak membatalican penetapan sebagel wajilb pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dodam jengkes wakbu satu bulan sejak diterimanya surat kelerangan
dimakesud,

(5184 katnrangan yong diajukan it bdek disetujul, maks Direkiur Jendecal Pajek mengelisrian
surat keputusan pencdakan dengan disertal alasan-alasanmya.

(7)Apabile setelah jangka waktu saty bulam sejak fanggal cierimanya keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4], Dirgkiur Jenceral Fajak tddak memberikan kegutusan, meka keterangan
wang dRajukan ity Sanggap disebujul.

BAB TV
TARIF PAJRK

Poasl 5
Tanl pojek yang dikenakan atas obyek pajak adaiah sehessr 0,5% (lima persspuluh persen).

BAR v
DASAR PENGENAAN AN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 6
(L) Dasar penganaan pajak adalah Nilal Jual Obyek Pajak.
(Z)Besarnya Wial Jual Dbyak Pajak sebagnimana dimaksud dalam ayot (1} ditetapkan setiap bga
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tahun oleh Menter] Kepangan, Kecual unhl daerah ertenty ditelaphan satlap tahun sesuai dargan
perkembangan dasrahny a.

{3) Dasar penghitungan pajak adatah Milal Jual Kena Fajak yeng ditetapitan serendah-rendabnys 208
(dum puluh persen) dan setingg-tngginya 100% (se=rotes persen) dari nilal jual obyek pajak.

(4) Besarnye persentass Nial Jual Kena Pajak sebagaimona dimaksud dofam ayat [3) ditetapikan
dengan Pesaturan Pernerintah dengan memperhatikan kondisl skonom| nasonal.

Pasal 7

Besarmya pajak yang terbutang dibitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilal Jual Kena
Pajak.

BAR V1
TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT
TANG MENENTUKAN FAlAK TERHUTANG

Fasal B
(1] Tahun pajak soslah jengks wakt saty thun @ikwim,

(2} 5aat yang menantukcan pajak vang terhutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal
1 Januari
{3} Tempat pajak yang tarhutang:
#, untuk dasrah lakarta, df wilayah Daerah Khusus Thukots lakarts;
b. unluk daersh lgnnya, di wileyah Kabupaten Dasran Tingkat 11 atau Kotomindya Daerah Tingkat
Im;
yang maliput! letak obyek pajak,

BAR VIL
PENDAFTARAN, SUBAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAIAK,
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERMUTANG,
DiAM SUELAT KETETARAN PAJAK

Fasal §

{1} Dalam ramgka pendataan, subyek pajak wajih mendafarkan obyek pajaknya dengan mengisi
Surat Pemberiahuan Doyek Pajak,

{2} Surat Pemberitahuan Dbyek Pajek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus digl dengan jelas,
benar, dan lergkap serth dianda@ngan gan (isampaikan keppds Direktorat Jandaral Pajak yang
wileyah kerjanya meliputi letek obyek pajak, selambat-lambatvya 30 {tga puluh) harl setalah
tanggsl ditarimanya Sural Pembsritabuan Obyek Pajak oboh subyek pajak,

{3) Pelaksarman dan tets cars pendaftaran obyek pajak sebagasmana dimaksud dalam ayet (1) dan
ayat {2} dfatur lesth lonjuk olef Menter Kevangsn.

Pazal 10
{1} Berdasarkan Surat Pemberimhuan Obyak Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 syat (1),

Direkbur Jendersl Pajak menaroltkan Suwat Pemberitabuan Fajak Terhutang.

{2) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surar Ketetapan Pajak dalam hal-nal sebagal barikut

a. apabiln Surat Pemberahuan Obyek Pajak tidak di ikan sabagal dimaksud dalam
Pasal 9 ayat {2} dan setelah ditegor secara tertulls Hdak dissmpaiken sebagaimana ditentukan
dalam Surak Tegoran;

b. apabila berdagarkan hasd pamariksaan a@w ketarangan lain ternyata jumiah yang terhutang
lelin Besar dart jumiah pajak yvang dinitung berdasarkan Surat Pemberitzhuan Obyek Pajak
yang disampaikan oleh wajio pajak,

{3} Juminh pajak yang lerbulamg calam Sursl Keleiapan Pajak sebagasmana dimaksud dalam ayat {2)
huref 8, sdalah pokok pajak ditambab dengan denda acministrasl sebesar 35% (dua pulub lima
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persen) dibfhung dan pokok pafak.

(4] Juméah pajak yang terbitang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimane dimaksud dalam ayet (2]
hueuf b sdaian selisi pajak yang terhuleng Berdatarkan hasil pemarkosan alau ketsrangan lain
dengan pajak wang terhutang yang @hitung berdassrkan Surst Pemberfafuan Obyel Pajak
ditambah denda adminisirasi sebesar F5% (dua puluh lima parsen) darl salisih pajak yang
tehiiba g,

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Paszal 11

(1) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pembentahuan Pajak Terbutang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunas! selambat-ambatnyas enam bulan sejak anggal ditersmanys
Surat Pamberianuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak.

(X} Pajak yarg terhiiang berdadsrkan Sursl Ketwimpan Pajal sebagaimana dimaksud datam Pasal 10
ayal (3) dan ayar (4] harus diunasi sel@mbsr-lambatya | (salu) bulan sefak nggal Jditerimanys
Surat Ketempan Pajak oloh wajil pajai.

() Pajak ymng terbutang yang pads sast jatuh empo pembsyaren tdek dibayar atau kurang dibayar,
dikenakan dends adminisirasl sebesar 1% (dia perden) sebulan, yang diktung dar ssat [atub
tempo sampsl dengan lar pembayaran untuk janghks wakkts pafing kame 24 (dus puluh empeth
brulam.

{#) Denda ad a5 sebmgai dimaksud dalam ayat {1} ditnmbah deéngan butang pajak yang
beium atau Kurang diboyar ditaglh dengan Surat Tagihan Fajak yang harus dilmas selamhet-
lnmbatnya 1 {satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagian Pajek odeh wajib
pajak.

[5) Fajak yamg terhutang dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lzin yang ditunjuk obeh
Merntar Keuangan.

[6) Tata Cara pembayaran dan penaghan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2], avat (3),
ayat (4], dan ayat (5) diatar aleh Merter Keuangan,

Pagal 12

Jumiah pajak yang terhitang berdasarkan Surat Tagihan Pojok yvang tdok dibayer pada waktunys

dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 14
Manter] Keuangan dapal malimpankan kewenangan penagihan pajak kepads Gubermur Kepala Daserah
Tingkat T dan/atsu Bupat Wallkotamadys Kepala Dasrah Tingkat [T,

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pazal 1%

{1)Wajib Pajak dapat mengajukan keberatn pada Direkiur Jonderal Fajak atas:

. Sursl Pembarimhuan Pajak Terhutang;
b. Surat Ketetapan Pejak.

{2} ¥eberaton diajukon secara teriudlis delam bahasa Indonesia dengam menyatakan slasan secara
jelas.

{3} Keberatan harus diajukan dalam jamgka waktu 3 (Uga) bulan sejak tanggal diterimanys surat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh wajiv pajak, kecuali apabila waln pajak dapat
EAufjukkan balved jangka waktu i deak dapat dipenuhi karena Keadaan diliar Kekuasaannya.

(4} Tenda penerimagn Surat keberaian yang diberikan oleh pejebat Direkioral Jenderal Pajak yang
ditumpuk urbuk fu dan stau ands pengiriman Surat Keberalan melalui pos tercatal meanjadi Enda
bkt g i Sural Keberatan tersebut bagi kepentingan wafi pajak.
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{5} Apabiis diminta oleh wajlh pajak unitisk kepariusn pengajuan keberatan, Direldur lanceral Fajak
walb memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenasn pajak,

{6} Pengajuan keberatan tdak menunds kewafiban membayer pojek.

Pasal 16

(1) Direktur Jendersl Pajak dajam jsngka wakty paling lama 12 (dua belas) bulan sejak wnggal Surat
Kaberatan diterima, memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan,

() Sabahsm surat kep s#n diterbitican, watib pajak depat menyampaikan alasan timbahan stau
penjmzsan kertuls,

{3} Keputussn Direkctur Jenderal Pajak atas keberaton dapat berups menerma seluruhnys stau
sebagian, menclak atau menambah besarnya jumiah pajak yang terhutang.

{4 Bralam hal wailb pajak mengajukcen keberslan stas keteétapan ssbagaimana dimaksud calam Fasal
10 ayat (2) hardf @, wajih pajak yang bersangkutan harus dapat bukbkan & aran
ketetapar pajak Ereabut.

{5)Apabiis fangks wektu sebagaimana dimaksid dalam ayat (1) telah lewat dan Direkiur Jenderal
Pajak tdsk memberl suaty koputussn, maks keberatan yang dsajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 17
(1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradBan pajak terhadap keputusen yang
ditetapican clah Dargktur Jenderal Pajak ssbagaimana dimaksud dalarm Pesal 4 ayat (6] dan Paszal
16 ayat {3} dolam jangks walty 3 (Uga) bulsn sejak tanggal diterimanya surat keputusan cleh
wajity pajak dengan dilampir salinan surat kepatusan tersebut.
{2} Permohenan banding diajukan secara tertulis dalam babasa Indonesia.
{3] Pengajuzn permahanan Banding bdak menunds kewajiban mombayar pajak.

BAB X
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAIAK

Pasal 18

{1} Hasi#l penerimaan pajak merupakan peneflmnn negara yang dibagi entara Pamarintah Pusst dan
Pemerintah Dagrah dengan emhangan permbagian sekurang-kurangnys 50% (sambilam puluh
persen] unkuk Pamarintah Daerah Tingkat 11 dan Pemerintah Dasrsh Tingkst | sebagal pendapatan
dasrah yang harsangloukan.

(Z)Baplan penerimaan Pemarintah Oasrah ssbagaimana dimaksud dafam syat (1}, sebaglan besar
diberican kepads Pemerintah Dasrah Tingkat 11,

{31 Invbangan pembspian hasil panerimasn pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemarintah.

BAB X1
KETENTWAN LATH-LAIN

Pagal 19
{1} Menteri Keubngan dapat mamberican pengurangan palak yang terhutang:
. karena hondis| tertenty obyek pajak yang ade hubungannys dengan subyek pajak den/atau
karena sebab-sebab tertanhs [Finmya;

B, dalam hai cbyek pajak terkera bencana alam steu sabab tin yang diluar biaea.
{2) Katantuan mengenal pemberian pengurangan pajek sebageimana dimakeud dalam oyat (1) distur
oleh Menter Keuangan.

Pasal 20
Atns permintasn wajl pajak Direktur lenderal Pajak dapat mengurangkan denda administrasi karena
hak-hal terienki,
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Pasal 21

{i]Pajak yang dalam fabatannya atau tugas pekerjaannye berkaitan lngsung dengan abyek pajsk,
wajitn:

a. menyempaikan aporan bulanar mengenal semus mutss) dan perubahan keadaan obyed pajak
secars tertulis kepada Direkicrat lenderal Pajak yang wilayah kerjanys meliputl hetak obyek
pajak;

b. memberikan keterangan yang diperiukan atas parmintasn Drektorat Jenderal Pajak.

{2)Kewajiban memberikan keterangan sebageirmans dimaksud dalam awat (1) hura b, berlaku puia
bagi pajabat kin yang ada hubungannys dengan obyek pajak.

{1} Dalam hal pujabat setagaimana dimaksud dalem ayat (1) den ayat (2} terikat obeh kewajiban
untuk memegang rahasta jabatan, kewajiban umbuk merahasiakan b ditladokan sepanjang
menyangkut pelaksanaan Undang-undang inl.

{4} Tata care penyampaian laporan dan permintsan keterangan sebagasimand difaksud dalam syat
(1) dan ayat {2} distur cdah Meantari Keuangan,

Paspl 12
Pejabat yang bdak memenuhl kewsjban sebagbimans dimaksud datem Pasal 21, dikenaksn sanksi
meEniEL peraturan perundang-undangan yang berlaki,

Pasal 23
Terhadap hal-ha| yeng tdak dister secara khusus dalam Undang-undang inl, beclaku Ketentuan dalam
Undang-tndang Nomor & TAHUN 1863 (index. phpir=aturanfrincibidoryptegi==] tent@ang Ketentuan
Umim den Tets Cara Perpajakan surta peraturan perundang-undang lainhya,

LR
KETENTUAN PIDARA

Pagal 24
Barang slaga Karena kesipaannya:
8. Hdak mengembalican/meryampaikan Surat Pemberitohuan Obyek Pajak kepada Direktorat
Jenderal Pajak;
b, menyampalkan Surat Pemberitabuan Obyek Fajak, tetapl simya tdak benar sisu tdak lengap
danfatay melamalrkan keterangan yang thkak benar;
sehingga menimbulkan kerugian Megara, dipidans dengan pldara kurungan selama-lamanya & [enam)
bulan atau denda setingg-tngalnye sebesar I (dua) kall pajak yang Eerutang.

Pasal 25
{1} Barang slapa (engan sengaja:
a. tidak mengembaiikan/menyampalken Surst Pemberiabuzn Obyek Pajek kepads Direkeoras

Jenderal Pajak;

b, menyampalican Surat Pemk san Obyek Pajek, tetapl lsinya tdak bonar atau Bdak lengkap
ganfatay melampirkan ketsrangan yong tidak benar;

€, memperikatkan surat paisy stau dip kan atau dal laim yars palsy atau dipzisukan

sealafh-odah benar;
d. tdak memperlihatikan atau Hdak meminjamian surat 2ty dakumen lainnys;
., Bdak menunjukkan data stau Hdak menyampaikan keterangan yang diperisican;
sehingga menimbulcan kerugian pads Megara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2
{dua) tabun atau dends sefinggh-tngginye sebesar § (lima) kall pajak yang terhutang,

{2 Terhadan bukan wajib pajak yang barsangkutan yang melakukan tndakan sebagsimans dimaksud
calam ayat (1) huruf o dan huref e, dipidans dengan pidans kurngan sslama-lamarya 1 (satu)
takbun stau dends sstnggi-tnggirya ®p, 2,000,000, - (dua juts rupish).

(F)Ancaman pidana sebsgaimana dimaksud delam ayat (1) dipatkan dus spabls sesscrang
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malakiskan lagl dndak pidana @i bidang perpaiaksn sehalum lewat 1 (safu) tahun, terhitung sejak
selesainya menjalani sebagian atnu selurub pidans penjar yang drjatuhkan atau safak dibayarnya
denda.

Pasal 26
Tindak pidana sebagaimana dimakeud calam Pasal 24 dan Pasal 15 Udak dapat diumbub setelah
lampay wakty 10 [sepuluh) tahun sajsk berakhirnya mhun pajak yang bersangkutan.

Pasal 27
{1} Tindak pidana sehagaimana dimaksud daiam Passl 24 dan Pasal 25 ayst (2) adaleh pelanggaran,
{2} Tindak pidana sebagaimens dimaksud datam Fasal 25 syat (1} adakah kejahatan.

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2B
Tarhadan luran Pembangunan Dacrah (ipeda), Pajak Kekayaan (FKK), Pajak Jaian dan Pajak Rumah
Tangga (PAT) yang terhutang untuk tahen pajak 1G85 dan sebelumnya berlaku ketentuan peratsran
perundang-undangan perpajaican yang lama sampal dengan tanggal 31 Desember 1090,

Pasal 29
Densan Berfakurya Undang-undang @i, peraturan pelaksansan yang telah aca di bidang Iursn
Permbangunan Daerah (fpeda) berdssarkan Undang-undang Mamor 11 Prp Tahun 1958 tentang Pajak
Hasil Bumi, tetap berfaku sampal dengen fanggal 31 Desenber 1930 sepanjang tdak bertentangan
dan balum ciatur dengan parsturan pelakasnazn yang bans berdssaran Undang-undang inl.

PFasal 30
Terhadap obyék pajak datem bidang perambangan minyax den geas bumi sarta galam bedang
penambangen (Brye, sehubungan dengan Kantrak Karya dan Kontrak Bagl Hasil vang masd hrinku
paca saat inl berfakunya Undang-undang Ik, tetap dikemakan furan Pembangufsh Dagsah (Ipada)
berdasarkcan kstentuan-ketentuan dalam perfanjian Kontrak Karya dan Koentrak Bagl Hasil yang masih
bariaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTLIP

Pasal 31
Undang-undang ml mulal bertaku pads mnggsl 1 Januarl 1986,
Agar setiap orang mengatabumya, memerinfafkan peng tal Undang-undarg Ini dengan
Penempatannya dalam Lembaran Negara Republlk Indonasia.
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TENTAMNG

PAIAK BUMI DAN BANGUNAN

L. UMUM
Dalam Negars Aapublk Indomesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannyd sebagisn besar bercorak
agrasis, bumi rmasul perairan dan kekayaan alam yang terkandung i dal ¥a wpunysl fungs! penting

dadam mambangun masyarakat adil dan mekmur berdasarkan Pancasily dan Undang-Undang Dasar 1945,

Ofeh karena Il hagl mareks yang memperoleh manfaat dar bumi dan kekavaan slam yang Derkandung
didalamnya, ksrens mendapat sesustu hak derl kekussesn negaca, wajar menyerahkan sehagian dan
kenikmatan yang diperolehnya kepada Megars melal pembayaran pajak,

Setelum berfakunya Undang-umdang inl, terhadap tarah yang tnduk pada hukum adat telah dipungut pajak
berdasarkan Undang-undeng Nomar 11 Prp Tahun 1950 dan kerhadap aah vang Denduk pada hukm Barat
dipungut pajak berdasarkan Ordonansd Verponding Indonesia 1923, dan Ordonans! Verponding 1978, Disamping
iy terdapat puls pungutan pajak stas tanah dan beangunan yeng dilesarkan padas Ordonans! Pajas Rumah
Tangga 1508 serts lain-lan pungutan deerah atas thnah dan banguman,

Sigtem

perpajakan yang berlaku seloma ind, khususnys pajak kebendesen den kekayaan yang tleh menimbalican
tumpang tndih antara satu pajak denjah pajak lalmhiva sehingga mangakibatcan baban pajak barganda bagl
masyorakat.

Sesusl dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Megara periu diadakan pembaharuan
sistemn perpajakan yang beraku dengan sistem yang memberiken kepercayaan kepada wajb pajak dalam
melsksanskan kewajlban serts memenubl haknya d bideng perpajaian sehingga dagat mewyjudian dan
penmghatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pandapatan masysrakat

Digh karena ity Ovdonansl Pajak Rumah Tangge 1508, Ordonans! Verponding Inconesia 1923, Orfonans
Werponding 1528, Ordonanal Pagak Kekayasn 1932, Ordonansl Pajak Jalen 1942, Pasal 13 huraf |, huruf k, dan
huref | Undang-undang Derurat Momor 11 Tahun 1957 tentang Perwturen Umwm Fajak Daerah, luran
Pembangunan Daerah {Ipedn), dan lein-lain persturan perundang-undang tenang punguan daerah sepanjang
mengenai tanah dan bangunan periu dicabut.

Feraturan perundang-undeng lainnye terutama yang selama nl menjadi dasar bagi penyalenggaraan pungutan
obeh Daersh, khususnys sapert] pemungutan Pajak Kenderaan Bermotor masih bariaku.
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Daengan mangsdakan baharuan sistem perpajskan melalil panyedarhansan yang meSpull macam-macam
pungutan aas tanah donfatsu bangunan, tard pajak dan cara pembayarannya, diharapkan kesadaran
peErpajakan darl masyarakat akan menngkat sehingga penerimaan pajak akan meningkal pula.

Obyek pajak dalam Undang-undang ind adalah bumi denfstau bangunan yang berada diwilayah Republik
Indonesia,

Dalam moncerminkan kelkutsertaan dan kegotongroyongan masyacakat di bidang parmbiaydan pembangunan,
maka gemua obyek pajak pajak dikenskan pajak

Dalam Unidang-undang ini, bumi dan/atsu bangunan yang @mitki aleh Pemerinmh Pusat dan Pemanntah Daarsh
il 1 Pajak, Per pengensan Pajak Bumi dan Bangunen atas obyek pajak yamg digunakan obah
Magara untuk penyelenggaragn pemerintah, datur lebit lanjuk dengan Peraturen Pemerinlah.

Hasll penErimaan pjlll: inl disrshkan kepads tujusn ontuk kepentingan masyarakal of daerah yang
bersangkutan, maka sobagan hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada Pemerintah Dagrah,

Penggunaan pajak yang demikien oleh deerah skan meramgsang masyarakat untuk memenuhl kewa)ibannya
mermbayar pajak mereks yeang seksligus mencerminkan sifal kegotongreyongan rakyat datam pemblayaan
pombangunan.

Karera Pajak Bumi dan Bangunsn ssbagisn bedar akan diserahkan kspada Pemarintah Dasrah maka dirass
periy wniuk pkan termpat pernbaysren yang babih mudah dan dakat sehingga Pemerintah Daerah
yang bersangkutan dapat segers memanfastkan hasll penerimasn pajak guna mambdayal pembangunan
dimasing-masing wilayahnya,

Tempat yang lebik dekst tersebut adaish sepert Bank, Keator Pos dan Giro serta tempat-tempat lan yang
ditunjuk cleh Menterl Keuangan,

Bagi waiih pajak dimungkinkan mempercleh pengurangan ates pembaysran pajakmya, korens sebab-sebab lain
yang luar biasa, sehingga wafio pajak dak mampu membaysr pajaknya.
11, PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angks 1
Permukasn bami melipuls tanah dan perairan perdalaman serta But wilayah Indonesia.
Angka 2
Tarmasuk dadam pengertian bangunan adakah:
- jslan lingkungan yamg terletak  dalam suatu kompleks bangunan sepertl hotel, pabrik, dan
emplasemennya dan kin-lain yang merupakan sam kesatuan dengen kompleks bangunan tersebut;
= jatan TOL;
= kolam renang;
©  pagar mewan;
= [empat olah raga;
= palangan kapal, dermags;
=  taman mewsh;
«  tempat perampengan/kitang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- fasfimes lain yang memberikan manfaat;
Angla 3
Yang dimaksud dengan;
- Perbandingan karga dengan obyek lain yang sejenls, adalah suatu pendekatan/metode penentisn nllal
Jual susty obvek pajak dengan cara membandingiannya dengan obyek pajek lain yang sejenis yang
lataknya bardakatnn dan fungsings sama dan telah diketabu harga juainya.
- Milai perolehan baru, adelah suatu pendekatan/metode penentuan nilal jual suatu obyek pajak dengan

110




cars mangliung seluruh blaya vang dikaluarican uruk memperciah obyak terssbut pada sast penilaisn
dilakukan, yang iurangs Sengan penyusutan berdasarkan kondssl pisik obyek tersebut.
= Nial jual pengganti, adalah suaty pendelstan/memds penentusn nitsl jusl suslu obyek pajak yang
berdasarkan pada hasd produlsi obyel pajak terssbut.
Angia &
Culoup jelas
Angha 4
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan klasiflkasi bumd dan bangunan adalah pengolompokan bumi dan banguinan
meEnurut Al juainya man gigunakan sebagal pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang
terhutang.
Dralam meneruken Kiasifikasi bumiftanah diperhatikan fakior-faktor sebagal barikuts
1. betak;
2. perurtukan;
1. permanfaatan;
4. kondisi lingkungan den lain-lain,
Cralarm klasiftlcasi bang 1 diperbatikan fakctor-faktor sebagel berfut:
1. bakhan yang digunakan;
2. rekayasa )
1. letak;
4. kondisi lingkungan den lain-lain.
Passl 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bdak dimaksudian untuk mempenoleh keuntingan sdilah Babws obyéx paiak itu
diusshakan untuk melayenl kepentingen wmum, dan nyata-nyats Gdak ditujuksn umuk memncd
keuntungan.
Hal ini dapat diketahid antare lain dar snggarsn desar dan anggaran rumsh tenggs dard yevassnbadan
yang bergerak dalam bidang ibadeh, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebuwdayean hassonal lersebut
Termasuk pangartian @i sdalsh hatan wisats milic Negars sesusl Pazal @ Mamor 5 Tehun 1967 teAtang
Keterntuan-ketentuan Pokok Kehutanan,
Negora sesual Pasal 2 Undang-undang Momar 5 Tabun 1967 tenieng Pokiok Kehutanan.

Contol © - pesantren Bted sefenis dengan ]
- madrasah;
= Wanah wakaf;
= rumah sakit wmum.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan abyek pajak dalsm avat inl sdalah obyek palak yang dirmiilicl ol uassdidigurakan
aleh Pemerintal Pusat dan Pamerintah Daersh dalam menyelenggarakan pemerinkahan.
Pajek Bumi dan Bamgunan adalah pejak negara Yang Sebagian besar pEREFIMABNFYE Merupakan
pendapatan deerah yang antara lan dipergursken untuk penyedaan fasllias yang juga dinikmat alah
PemerioEh Pusat dan Pemerintah Dasrah.
Oleh sebab i wajar Pemerintah Pusat jugs Ikul memblaysl penyediaan fesiitas tersebul malalul
pembayaran Pajek Bumi dan Bangunan,
Mengenai bumi danfetsu bargunen milk perorangen den/stau badam yamg digunakan oleh Pagara,
kewajlban perpajakannys tergantung pada perlaniian yeng diadakan,
Ayat (3]
Obyek pajak berupa bangunan diberi batas nilal Bangunan Tidak ¥ena Pajak sebesar Rp. 2.000.000,- [dua
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jata rupiah) unbuk Hap satuan bangunan.

Caontzh 1. Nilal jual banguenan Rp. 1,800,000,
Batas nikal jual Bangunan Tdak Kena Pajak Ep. 2,006,008, -
Hilai jual bangunan kena pajak Rp. Wihil |
2. Nilal jual bangunen kp. 10.000,000,-
Batad nidal jusl bangunan Tidak Kara Pajak Rp: Z.000.000,-
Hilai jual bangunan kena pajak R, 2,000, 000,-
4. hilal jusi bangunsn Rp. 500,000,000,
Batas nilal jual bangunan Tidek Kena Pajak Rp. Z.000.000,-
Hilal pual Bamgunan kona pajak Rp. 498000000,
AvaE [4)
Cudup felas
Fasal 4
Ayat {1}
Tands pembayvaran/pelunasan pajak bukarn merupaksn bukt pemilian hek.
Ayat{2)
Cukup jelas.

Ayat (3}

Eetertuan i berian kapada Direkiur lenderal Fajok untuk mensntukan subjes pajak sebagad wajib

pajak, apabis objek pajak belum |elas pajaknya,

Cantoh:

1. Subjex pajak bernama A yang memanfeatkan stau mengguralan humi dan/atau bangunan millk arang
latn bernama 8 bukan kerena sesuaty hak berdassrkan undang-undang amu bukan karana parjanjlan
maka datam hal demikian A yang memanfastkan stau menggurakan bumi dan/atay bangunan tersebut
ditetapican sebagal wajih pajsk .

2. Suatu ohjwk pajak yang masih delam senghkets pemiikan df pengadilam, maka orang atau badan yang
memanfaatcan atnu menggurakan objek pajak tersebot detepkon sabagai wall pijak.

3. Subjes pajak dalam wakiu yang lama berada dibuar wilayah letak obiek pajak, sedang unmtuk merawat
ohiek pajak ersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau baden yang diber kuase
dapat diturjuk sebagal wajib pajak,

Penunjukan sehagal wallb pajak oleh Dérektur Jenderal Pajak bukan merupakan bukl pemilican hak.

Auyat [4)

Cukup jelas,
Ayal [5)

Cukup jeles.
Ayat (5B)

Cukup jalas,
Ayat (7}

Berdasarkan kelepfusn dalam ayat inl, apabila Direklur Jenderal Pajak BHdak memberkan kepubusan

datam waktu 1 [satu) bulan sejak wnggal dRermanya keterangan dari wajib pajak, maks ketetapan

sebagal wajlb pejek gugur dengen sendifinya dan berhal dapatian kep pencabutan penstapan
sebagal wajl pajak,
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Pasal 5
Cukup jelas
Pasal &
Ayat (1)
Cukup jeias,
Ayst (2)
Pada dasarmya penstapan pilal jual obyek pajak adalah 3 (tga) @hun sekall. Famun demikisn untuk
dacrah tertenty yang karena perkembangan pembanguaan mengakibatkan kenaiican nilal jual obyek pajak
cubup besar, maka penetepan nial junl ditetapkan sethun sakali.
Dalarm menetaphkan nilai jual, Mented Keuangan mendengad pertimbangan Gubemur serta memperhatikan
nsas self assmmcment.
Ayat (3)
Yang dimaksud Nilal Jual Kena Pajak (assessment value) adaish nilad jual yang dipergunakan sebagai
dazar penghitungan pajak, yamy suatu parsentass tertentu dari nifsl jusl sebenarmys.
Cartoh:
1. Wizl Jual sustu cbyek pajak sebesar Ap. LOO000D, - Persentase
Hial Jual Kena Pajak misainys 20%
maka besarnya nilal jusl kens pajak 200 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 200.000,~
7. BiEal jual suaty obyek pajak sebesar Rp. 1.000.000,- Persantass
Nial Jual Kena Fajak misalnya 50%
maka besarnya nilal jusl kena pajak 50% x Rp. 1.000.000,- = Rp. 500.000,-
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 7
Wilal jual untuk bangunan schelum diterapkan tarif pajak dikurangl terbebéh dawily dengan batas ndal jual
uanguRan toak kana pajak sebesar Ap, 2.000.000,00 (dus juts rupiah).

Contoh:
Wajib pajak A mempunyal ohyek pajak berupa:
Tanah refuas S00 m2 dengan harga jual Ap. 300.000/m2;
-~  Bangunan seluas $00m2 dengan nisl jual Rp, 350.000/m3;
-  Taman mewah seluss 200 mZ dengan niai jual Rp. 50.000/m2;
Fagar mewsh sepantang 120 m dan tnggl rate-rata pagar 1,5 m dengan nial jual Rp. 1.750.000/m2;
Parsantase nilal jual kena pajek misalnya 20%.
Besarnya pajak yang lerhutang acalah sebagal berikut:
1. Ml Jual mnah 1 BOD ¥ Rp. 300.000,~ = Rp.  240.000.000,-
nilal jual bangunan
a, Rumgh dan garesi

400 w Rp. 350.000,- = Rp. 140,000,000~

b Taman Mewah
200 % Rp. 50.000, = Rp. 10,000,000~

c Pagar mewah
(12001, 5)9/p. 175,000, = Rp, 31, 500.000,~
RE. 181.500,000,~
Batas nllad jual bangunan Sdak kena pajak = Rp. 2,000,000~
Ml Jisal bangunan = Rp. 175,500,004, ~
Milal jusl tansh dan bangunan = Rp, 41%,500,0040,-

I, Basarnya Pajak Buml dan Bangunan yang erhutang:
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Atas tanah =
a - Rp. 240,000,

0,5% = 10% x Ry, 2AC.000.000,-
Atas bangunan

b = = Rp. 179,500,

0,50 w F0% x fip, 175.500,000,-

Jumlah pajak wang terhutang = Rp. 419.500,~
Fasal &
Ayak [1)
Jangke waktu 1 (satu] tahun mkeim sdalah dar 1 Januar sampal dengan 31 Desembar.
Ayak (2]

Karena tahun pajak dimulal pada @rggal 1 Januarl, maka kesdean obyek pajak peda mnggal tersebut

arupakan saat yang mensntukan pajak yang terbutang.

Canah:

a. Obyek pajak pata tanggal 1 Januar] 1988 berupa tanah dan Bangunan.
Pada tamggal 16 Jamuar 1586 bangunanmnys terbakar, maks pajak yand terhutang tetap berdasarkan
keadasn obyek pajak pada farggal 1 Januari 1965, yaitu kesdsan scbeilum bangumah Dersebul
terbakar;

b, Oibyek pajak pada tanggal 1 lanuarl lmmFuMngMWrm-hanwmnﬁﬂHﬂw.
Pads fanggal 10 Agustus 1985 dilakukan pendataan, tarnyata di stas tanah tersabut telah berdir suaty
hangunan, maka pajek yang techitang untuk @whun 1985 tetap dikenakan paak berdasarkan keadaan
pada @nggal 1 Januad 1886,
Sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 1287,

Ayat {3}
Tempat pajak yang terbutang ntuk Kolmadya Batam, di wilayah propinsl daarsh tngkat L yang
bersangkutarn.
Basal 9
Ayat (1)

Balam rangks pandatasn, wajlb pajak akan diberikan surst Pemberitahusn Obyak Pajek urbuk disi dan

dikambalikan kepada Direkiorat Jenderal Pajak, wajib Pajak yang pernah dikenakan [PECA, ddak wajib

mendafarkan obyek pajaknya kecusll kelau @ mensrima SHOP, maka dis wajlb menglsinya dan

balikamnya kepada Dwrektarat ler deral Pajak.

Ayat (2}
Yang dimplksud dengan jelas, Banar dan lenghcap sdalan:
lelas dimaksudken pgar penulisan dats yang diminta dalam Surat pambartahusn Doyek Pajak {SFOF)
dibuat sedemikian rupa s=hingga tdak menimbulkan saiah tafsir yang dapat merugikan negara maupun
wajit pajak sendid.
Berar, berart data yang dileporkan harus pesual dengan keadaan yang sebenarnya, sepertl luas tansh
dan/atauy bangunan, @hun dan harga parciehan dan setenmnys sesusl dengan kalem-kolosmy pertanysan
yang ada pada Surat Pembertahuan Obyek Pajak [SPOF),

Ayst (3]
Cuikup jelas.

Basal 10

AyaLil)
Surat Pemberfahuan Pajak Terhutang [(SPPT) ditmrbatkan atas dasar Surat Pemberitabuan Obyek Fajak
(SPOP), namun untuk mambanty wajlb pajak, Surat Pemberitabian Pajak Terhutarg dapat dilerbican
hergasarkan data obyek pajak yang telah ada pada Dinektorat Jenderal Pajak.

Ayat (2}
Watertusn ayat inl member| wewanang kepada Direktorat Senderal Pajak untuk dapat mengelusrican Surat
Katetapan Pajak [SKF) terhadap walib pajak yard tdak memaruhl kewajiban perpajakan sabagalmans
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meatiny e,
Menurut ketentuan ayat (2] hure a, wajib pajak yang tidak menysmpaikan Surat Pemberiahoan Diyek |
Fajak pads wekturys, walsupun sudsh ditegor secarn tertulis juga tdek menyampaikan datam jangka
wakiu yang ditentukan dalam Surat Tegoran i, Direkhir Jenderal Pajak dapal enenarbitcan Surat Pajak
secara jataten. Teshadap ketetapan inl dikenakan sanks| adminisiras| sebagaimana diatur dalam ayat (3}
Menurut ketentusn ayat (2] huref b, apabia berdasackan hasil permericspan ptay katerangan lain yang ada
pada Direktorst Jerdersl Pajak ternyata jumiash pajak yang terhutang bebit besar darl jumiah pajak cafam
Surat Pemberitahisan Pajak Tarhutang yang dhitung atas dasar Suratl Pemberitabuan Obyek Pajak yang
disampalkan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitiien Surat Ketetapan PAjak secara jabatan.
Terhadap ketetapan inl dikenakan sanks administrasi sebagaimana diatur dalam ayat (3]
Ayat (1}

Ayat ind mangatur sankst administras| yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tdak menyampaikan
Surat Pembaritshuan Dbyek Pajak sabagairmana dimaksusd calam ayat (2) hurul &, Sanksl Bersebut
di kan sebagal bahean terhadap pokok pajak yaitu sobasar 25% (dua puluh lime perien) darl pokok
pajak.

Surat Ketetapan Pajak ini, berd&sackan data yang ada pada Direktorat lenderal Pajak memust penetanan
abyek pajak dan besarmya pajak yang erhutang besarts danda administrasi yang dikenskan kepads waji
najak.

Cantoh

Wajib Pajak A tdak menyampalkan SPOP.

Berdasarkan data yang ada, Direktur Jenderal Pajak mengeluarikan SKP yang barisi
« phyak pajsk dengan uas dan milal jual.
- hsas obyek pajak menorut SPOP.

- pokak pajak = Rp,  1.000.000-
= Sanks| admanistras 25% « Ro, 1,000,000.00 =  Rp, E50L000,~
Mumiah pajak yang terhutang dalsm SK@ = FRp 1.250.000,~

Ayat (4]

&yat i mengatur sanksl sdministrasi yang dikenakan terhadep wajib pajak yang mengisl Surat
Pembentahuan Obyek Pajsk tidsk sesual dangan keadaan yang sebenamya debagaimans dimaksud dalpm
ayat (2) hural b yaite sebesar 25% (dua pulsh lima parsen) darl selisih pajak terhutang becdasarican hasl
pemeriksasn stau keterangan lan dengan pajak terhutang dalam Surat Pemberitabugn Fajak Tarhutang
yang difitung berdasarkan Sural Pemberimhuan Dbynk Pajak yang disampaiican oleh wajib pajfak,

Berdasarkan SPOP diterbitean SPFT =Rp.  1.000.000.-
Berdazarksn pemeciksaan yang

seharusnya terhutang dalsm SKP = Rp. 1.500.000,~

Sedizih = Ra. 500000,
Denda acministrasi 2%% x Rp. 500.000,- =Ap. 125.000,-
Jumlah pajak terhuang dalam SKFP = Rp. B2 5000~
Adapin jumlah pajak vang terwilang sebasar =Rp.  1.000.000,~

yang tmrcantem dalam Surat Pemberitshuan Pajak Tarhutang, apabila belum dilunesi wajlk pajak,
penagihannya dilakukan berdasarkan Suret Pemberitahusan Pajak Terhotang tersebul
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Pasal 11

Ayat (1)
Contah:
Apabils SPPT diterima cleh wajlb pajak tangpal 1 Marst 1966, maka jatub lempo pembayarannys adalah
tanggal 31 Agustus 198E,

Ayat (2]
Cantoh ;
Apabils SKP diberima slah walib pajak tnggal 1 Maret 1985, maka jatuh tempo pembayarannya adalah
tmrggal 31 Maret 1985,

Ayat (3]

Menurut kebertusm ini pajsk yang terhufang pada s2at jatuh tempo pambayaran bdak atau kurang
diayor, dikenakan dends adminltras) 2% (dus persan) setiap bulan darl jumiah yang tdak atau kurang
dibayar tersebut unbuk §jangka wakiu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan baglam dari bulan
difiiturg penah 1 {Eatu) bulas.

Contoh:

SPPT nhun pajak 1506 diterima aleh wajlb paiak pads maggal | Maret 1966 dengan pajak yam] terhitang
sebesar Rp. 100.000,- {serabes by fsplah ).

Dleh wajib pajak baru dibeyar pada tenggal 1 Sepiember 1586, Maka terhadap wajib pajak torsabut
dikenakan denda sdrministrasi sebesar T% (dua persen) yaknl: 2% = Rp. 100,000, = Rp, 2,000,

Pajak yang larhutang yeng harus dibayar pads tangpsl 1 Sepamber 1966 adalat:

Pakok pajak + dends sdmanisiras) =
Rp. 100.000,- + #p. 2.000,-

= A0 102000

Bila wajib pajak tersabut bar membayar butang pajaknya pada nggal L0 Dkicher 1988, maka terhadap
wajib pajak tersabul dikenakan denda 2 ¥ 1% darl polok pajak, yakni:
4% u Rp. 100,000,- = Rp, 4.000,-

Pajak yang terhutang vang harus dibayar pada anggal 10 Okiober 1988 adalah:

Pokok pajek + cenda agminisiras) =
Rp. 200,000,000 + Ry 4.000,00

= Ao, 104,000,
Ayt (4)
Mamsrut ketentuzn inl dends administrasi dan pokok pajak sepert tersehit pads corboh panjelasan ayat
{d) ditagéh dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (5TP) vang harus dilunes dalerm saiu bulan sajak
tangged dierimanya ST tersebut,
Ayat (5}
Cukup jelas
Avyat (&)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukug jefas
Pasal 13
Dalgrm hal tagihan paiak yang terhutzng dibayar setelah Jatuh tempo yang btelsh ditentulkan, pensgihananys
dilakukan dergsn surat paksa yang saat inl berdasarkan Undang-tndang Momor 19 Tabun 1959 bent@ng
Peragihen Pajak Wegara dengan Sural Paksa.
Fasal 14
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Pelimpahan wewarang penag & da Gubermur Kepaia Daerah Tingkat | dan/atay Bupat/waliketamadya
Kapala Daerah Tingkat 11, bukanlah pelimpahan urusan penaginan, mimpl hanya sebagel pemungut pajak,
sedangkan pendatasn obyek pajak dan panémpitan pajak vang terhutang tetap menfadi mewanang Manter|
Keiangan,

Dalasm hal jumiah pajak yang terhulang sebogaimana tercantum dalam Surst Pemberitahuan Pajak Terhutang
Udak sesum dengan obysk pajak dlapangan, maks pemungut pajak fdek dibenarken mengubah jumish
Pajak yang terhutang, tetapd harus melaporkan hal iersebuk kepads Menterl Keuangan dalam bal il Direkctur
lenderal Pajak.

Fagal 15
Ayst (1)
Kebaratan terhadap Surat Pembesitshian Fajak Terhutang dan Surat Ketetspan Fajak harus dlafukan
masing-masing caiam satm surat keberatan tersandin urtuk sedlap tahun pagak,
yat ()
Cukup jelag
Ayat (1)
Eetemuan inl dimaksudian untuk member waktu vang cukup kepada wajib pagak untuk mempersiapkan
Sural keberatan beserta alasan-alasannya,
Apabiia ternyata batas waktu 3 (Bga) bidan tersebit Hdak dapat diperahi olah wajh pajak karens keadasn
di kiar kekussaannya (Yorce mayeur”) makas tenggang waklyu tersebut masib dapat dipertimbangkan
untuls dipsrpangang obeh Direlctur Isnderal Pajak,
Ayt (£)
Cukup jefag
Ayt (5)
Cuskup felas
Ayat (&)
Cukup jetas
Pagsd 18
Ayat {1}
Cukip jelas
Ayt (2)
Cukup pelas
Byat (3]
Cubup jetas
Ayan (4)
Ketantuan il mangharusken wajib pajak mambukiikan katidakbenaran ketelapen pajak, dalam kal wajib
pajak mengajukan keberatan terhadep ketetapan secara Jabmtan.
Apabia wejh pajak tidak dopat membukticen ketidakbenaran Surat Ketatapan Pajak secars {shatan i,
kebera@nnya ditolak.
Ayat {5)
Ketentuan ini dimaksudian urtak memberdkan kegastian bukum bagl waiib pajak, yaitu apabila dalam
Jargks wakhu 12 (dus Belas) bulan sejak tenggal diterimanya surat keberatan, Direktur Jenderal Pajak
tidak memberikan keputusan atas keberatan vang diajukan berart keberstsn tergabat diterima,
Pagal 17
Avat {1}
Ketentusn ind herikan ke a0 kepsda walih pajak yang kurang puas terhadap keputusan
Dirgkctur Janderal Pajak ates keberatan vong diajukan umtuk mengajukan banding ke badan peradilan
pajek, dakam hal ind sepert vang ada sakarang yalu Hajelis Pertmbangan Pajak,
Ayat (2}
Cukup jelss.
Ayat (3)
Cukup jelas.




Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
fyat (3}
Karera penerimaan pajak i diarahkan untuk kepentingan masyarakat di Daersh Tingkst 11 yang
bersangkutan, maka sebaglan bosar penerimaan pajak inl diberkan kepada Daerah Tingkat 11,
Ayat (1)
Cukup jefas,
Pasal 1§
hyat (1)
Huruf &
Kaondis! tertenty cbyel pajak yang ada hubungannys dengan subyek pajak dan sshab-gsbab tertentu
lminmys, berups lahan perisnisn yang sangat terbatas, bargunen yang ditempatl sendirl yang dikuasal
atau dimiliki aleh golongan wailb pajak tertentu, lshan yang nilsl juslrya meningkat sabagai akia:
perubahan Uingkongan dan dampak positlf pembangunan serts pemarfastannya belem sesual dengen
perurkan linghungan.
Huruf b
- Yang dimaksud dengan bencana atam adalah gampa baml, banjir, nah longsor.
- Yang dimaksid dengan setal lain yang lusr biass sdalah sepert:
- kehakaran;

Eekeringan;

wiabah peryakil tanatmian;

hsme tEnaman,
Ayat (2}
Cukup jolas,
Pasal 20
Keterfuan ini memben kesempatan kepada waj pajak unbik memints pangurangan danda administrasi
sehegaimane denaksud dalam Pazal 10 ayat (3), Pasef 11 ayat (3}, dan ayat (4), kepada Direktur Jendaral
Pajni.
Direktr Jenderal Pajak dapat mengurangkan sebagian atau saluruh dana adminisiras) dimaksud,
Fasal 21
Ayat (L)
= Peigbat yang wgas pekoriaannya berkaltan langsung dengan obyek pajak adalah: Camat s=bagal
Pejabpl Pembust Akla Tanah, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
= laporsn tertulls tertang mutesh obyek pajek misalnya antara lain jual bell, hiah, warisan, harus
disampaikcon kepads Direkiorat Jenderad Pajak yang wilsyah Kerfarma melipull latak obyek pajak,
Ayat ()
Pajabat yang dimpksud dalam ayat (1) misalnya antara lain: Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, Peiabat
Dinas Tata Kota, PMejabat Dinas Pengawasan Bangunan, Pejabat Agraria, Pojabat Balsl Marta Peninggatan,
hyat (¥}

Cukup jelas,
Ayet (4)
Cukup jelas,
Pasal 22
Peraturan persndang-undangan yang berlsku bapi pejabat delam passl sl ialah antara fain: Peraturan
Pemerintah Nomor 306 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiphn Pegawsd Negeni Sipd, Staatsblad 1860 Nomaor 3
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tmntang Paraturan labatan Notars.
Pasal 23
fang dimaksud dengan peraburan perundang-undangan lalinnya adalah antasa kain Undang-undang Nomore 19
Tabun 15955 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.
Pagal 24
Kealppan sebagabmana dimaksud dalam pasal Ind berart tidak sengaja, lalnl, dan kurang hati-hati sehinggs
perbustan tetsabut mengakibatkan Kerugian bagl negara. Surat Pemberitshuan  Obyek Pajek harus
dikembaikan/disampaikan kepada Direktorat Jendernd Pajak selambat-lambatnys dalam wakiu 30 hori sejak
wrggal diterimanya Surat PFambaritahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud detem Pasal 9 ayat [2).
Pasal 25
Ayat (1)
Perbuntan atau tndakan sebagaimana dimaksud dalam aystl ml yang ddakukan dengan sengajs
maerupakan dndakan pidana kejahatan, karens ity disncam dengan pidana yang lebith besat,
Ayat {2)
Yang dimaksud dengan bukan wafih pejak dalam avat ini yaitu pejabat yang wgas pelerjaannya berkaltan
lengsung atau ada hubungannys dengan obyek pajek atmupun pihak lainnya,
Ayat {3}
Untuk mancogeh terjadinga pengulangan Yndak pidana perpajakan meska bagl mereks yang melakukan
lagl tindak pidana sebagaimana dimaksud dalem syet (1) sebelum lewst L (satu) tahun sejak selesal
manjaland ssbagian stsu seluruh pidans penjara yang dijstubkan asteu sejai dbayarmys denda, dilcanakan
pidana lebin berat falan 2 (dua) kal lipst dark ancaman pidsna sebagaimana dimaksnd datam ayat (1.
Pagsl 26
Permyimpangan terhadep ketentuan Passl 78 KRab Undang-undang Hukum Pidana dimaksudican untuk
menyesualican dengan kewajiban menyimpan dokwmen peralakan yvang lamanya 10 (sepuluh) tahun,
Pasal 27
Cukiug jelag
Pasal 28
Cubkup jelas
Fasal I¥
Cukug Jedas.
Pazal 30
Ketentuan Undang-undang ni band berlsky terhadap abyek pajak yang dgunakan datam rangka Montrak
Karya dan Kontrak Bagl Masil dalam bidang perambangan minyak dan gas bumi serta calam bidang
perambangan |sinmya yang perjsnilannye ditamiatangan sajak barkakurya Undarg-undang inl yastu tanggal 1
Januari 1986, sedangkan unfuk Kontrak Karya dan Kontrak Bagl Hasll yang telah ada tetap bariaku
wetentuan-cetentuan yang tercantum dalam Kontrak Karye dan Konirak Bagl Hasll terse but,
Fagal 31
Cukiinn jolas.
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Lampiran L

R
MEPLMLIH NIRRT S
UNDANG: UNIHANG REPUBLIK TRDONESTA
ROMOR 12 TAHUSN 1994

TENTANG

PERLBAHAM ATAS LINDANG-UNDANG NOSOR L7 TAHUN 1585 (Index. php?r=aturan/rincladoryplt=nok=|
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGLINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPLBLIK INDONESTA,

Menimbang © & bahwa pelaksanasn permbangunan nasional telsh menghasilkan perkembangan yang pesst delam
kehidupan nesisnal, khususnya di bidang perekonomisn, termasuk berkambangrya bantuk-bentuk
dan prakiek peryelenggarasn keglamn wsaha yang belem tertampung dalam Undang-undang
perpajakan yang sekarang berak;

b bt dalam usaba untuk Selall menjags agar perkembangan perekonamian sebagal terseibout df
atas dapat istap berfalen sedusi dengan kebiakan pembarguran yang bertumpu pada Trilogl
Pembangunsn sebagaimans dlamanstcan dalam Garls-gars Bessr Halusm Negara, dan sairing
dengan U dapsl dicipiakan kepasten hukum yang berkalan dengan aspex parpajakan bagl
bentuk-bentuk dan prakiek peryelenggarasn keglatan usahi yang terus berkembang, dperiulan
Iengkak-langkan peryasuaian yang memadai techadap berbagal Undang-undang perpajakan yang
iah sda;

. banwe urtuk mewuiudkan hal-hal ersstul, dpendang perl mengubah bebaraps ketertusn dalem
Undang-undang Nomor 12 TAHUM 1985 (index.pho?r=pturanfrincibiderypt=olca) entang Pajak
Buml damn Bangunan:

Mengpingat ¢ L. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Posal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

7.Undangeundang Momor & Tabun 1983 tentang Ketertuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
{Lembaran Megara Tahun 1983 Nomar 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana
telah dwbah dengan Undang-undang Kamor 9 Tahun 1994 (Lembaran Megara Tahum 1934 Nomor
55, Tombahan Lombaran Negara Nomor 3566);

3. Undamg-undang Marmar 12 TAHUN 1985 [index.phpireatean/Aincilidcrypieoics) tenang Fajak
Bumi dan Bangunan [Lambaran Negara Tahun 1985 Momar 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
Faaa

Dengan Persatujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REFUBLIE INDONESIA

MEMUTUSEAN:
Mionetmpkan : UNDAMNG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS LUNDANC-UNDANS NOMOR 12 TAHUM 1585
{indax. php?r=aturan/rinc|Gldorypi=clc=) TENTANG PAIAK BUM] DAN BANGUNAN,

Fagal 1
Mengubah  beberaps ketentusn dalam  Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1965  (index.php?
r=aturan/rincilddorypt=oloe] entang Pajek Bumi dan Bangunan, sebagal berikut:




L. Keterbuan Pashl 3 ayat (3) dan ayal (4) diubab, sehingga Pagal 3 seluruhmys menfad berbunyl
sehagai becikut:
‘Fasal 3
{1} Dbk Pajak yang tdak dicenakan Pajak Bumi dan Banguran adalah objek pajak yang:

A digunaken semats-mata untuk melsvan kKepantingan umum dl Bidang @adeh,  sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudayasn raslonsl, yeng tdak dimaksadican untizk memperclah
entungan,

b eigunakan untuk kuburar, peninggalan purbakels, stau yang sejents dengan i)

., meruppikon  hutan  lindung, butnn suaka alam, hutan wisatn, taman naskonal, tanah
penggemboisan yang dikuasal oleh desa, don tansh negara yeng belum dibebani suaty hak;

d. dgunakan oleh perwakilan diplematic, korsulat berdasarkan asas periakuan bmbal baiik,

e.dgunakan alef badan slau perwakilan organisas internasicnal yang ditenlien aleh Menten
Keuangan,

{2} Onjek pajak yang cigunakan oleh negara untul penpelenggarsan pemerictahan, penentuan
pengenazn pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,
{31 Besarnya Nilal Jusl Objek Pajak Tidak ®ona Pajak ditstapken sebesar Rp. £.000.600,00

{delapan juta ruplah) untuk setbap Wajit Fajak.

{4} Panyesusaien besarnyn Mial Jual Dbjek Pajak Tidak wena Pajak ssbagaimana dimaksud pada
ayat {3) dimtapkan oleh Menter| Keuangan.®
& Ketentsan Pasal 17 difadis,
3. Ketentuan Pasal 23 duibah, sehingga Posal 23 seluruhnys menjsdi berbunyi sebaged berikutc
*Pasal 23

Terhadap hak-hal yang bdak diats secara khusus dalam Undang-undang ind, berlaku ketentuan
dalam Undang-undang Nomoer & Tahun 1983 entang Kolsnhian Umiem dan Tata Cara Perpajakan
sehagaimana telah divhah dengan Undang-undang Momor & Tahun 1594 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) serta perafuran perurdang-undangan
lagnnya®,

4. Ketentiian Pasal 27 dinanus.

Pasadl 11
Dengan bertakunya Undang-undarg Inl, peraturan palaksanasn yang telah ada di bidang Fajak Bumi
dan  Bangunan bardasarkan  Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1965  (index.php?
rmpturan/rinciddderypi-olc=} tentang Fajek Buml dan Bangunan, tefap berlaku sepanjang bdak
bertertengan dam belum digtur dengan peraturan pelaksansan yang baru berdasarkan Undang-
undang Wl

Passl [11
Undang-undang ini dopat disebut “Uncang-undang Ferubahan Undsng-undang Pojak Bumi dan
Bangunan’,

Paasl IV
Undang~undang ini mulsi berfaku pads tanggal 1 Januari 1935,
Agar satiap orang mengotahuinga, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Disahican di Jakarts

pads wnggal 9 Nopember 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESLA
od

SOEHARTO
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Dhurdangkan di Jakarta
pada anggal 9 Nopember 1994

MEMTERL SEKRETARIS NEGARA
REPLBLIK INDOMESIA,

.

MOERDIOND

LEMBARAN NEGARA REPUBLIE INDOMESIA TAHUN 1994 NOMDR 62

L L]
BEFLRLIH PaEiOnE Sk
PEMIELASAN

ATAS

UMDANG -UNDAMNG REPUBLIK IND-OMNES LA,
NOMOR 17 TAHUN 1954

TENTANG

PERLBAMAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1985 (index.ghpirsaturnn/rincikideryptanics)
TENTANG PALAK BUMI DAN BANGUNAN

§. UMUM
Negara Rapubliv Indonasis adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang
marjunjung tingg! hak dan kewaliban selisp orang, oleh karena Ity menempatkan perpajakan sebagal salah eaty
perwujudan kewajiban kensgaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagal peran sera masyarakat dalam
memblayal pamoangunan,
Eesual dengan keteruan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Desar 1945, Ketantuan-keientusn perpajaken yang
merupakan [Bndassn pemuagutsn pejek ditstapkan dengan Undsng-undang. Undeng-undang Nomor 12 TAHUN
1585 (index.phpPr=alusn/dncbidcry pt=olca] tertang Pajek Bumi dan Bargunan vang berlaku sejak tabun 1586
merupakan landasan hukum dalom pengenoan pajak sehiubungan dengan hek atss bumi dan/stau perolehan
fanfaal Ftas baml dan/ssn kepemililcan, pengsssan dan/ateu peroleban manfasl atas bangunan.
Pada hakekatrys, pembayaran Pejak Bumi dan Bangunan mernspakan szish satu sarana  perwujudan
bﬁmrwuﬂpn nizlonal dalam pembisyasn  negars  dan pembangunan  masional,  sehingga
a hErus T perhatikan prinsip kepastion hukum, keadilan, den kesederhanszn serta
H:lnjﬂ'lﬁ nl-eh II:I.tEl'fl llhﬂhhm!ll perpajakan yeng memudahkan Wajlb Fajak dalam memenuhl kewajiban
yeran pajak, Setelah hampir satu d beeriakumys lhd.lng—ur:d.ng Momaor 12 TAHUN 1985
ﬂimimt phpir=aturan/rincéddcrypb=olc=), deng makin Irvg keatnya man yarakat dan
meningkatrya jumnilsh Objek Fajak serta untusk menyelaraskan penn:n.lnn pajak :Inngan. amanat dalam Garls-
garis Besar Haluan Megara, dirgsskan sudah mesznya untuk menyempurnakan Undang-undang Momor 12
TAHUN 1985 (index.phptr=aturan/rincibldorypt=alcs).
Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastan hukum dan keaddan, maka arah dan tujuan perpempurnasn
Undang-undang ini adatah sebagal berikut;

2, Menunjang kebljaksanaan pemerinah menwju kemandifdan bangsa dalam pemblayaan pembangunan yang
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sumber utamanya berasal danl penermaan pajak,
b, Lebd memberikan kepastion hukum dan keadilan bagl masyarakat uniuk berpartisipasi dalam pembiayaan
pembanguran Sesissi dengan kermampuaneya,
Dengan berlandaskan pads srsh dan tijusn peryempurnasn tErssbat, maka dalam penysmpurmaan Undang-
undang MNomor 12 TAHUN 1985 (indew.phpir=aturanfrincibidcrypt=olc=] periu disther kemball ketentusan:
katantuan menganal Pajak Bumd dan Bangunan yang ditusngkan dalam Undang-undang tantamg Perubaban Atas
Undang-undang Momor 12 TAHUN 1985 {index.phpTr=aturen/rncibidorypt=olc=) tenang Fajak Bumi dan
Bangunan, dengan pokok-pokok antars laln sebaga berket:
@ uniuk leblh mamborikan kesdilan dalam pengenaan pajak, diatur keterbusn mengenal besarnya Miad Jual
Obiek Pajak Tidak Kens Pajsk tnbuk setiap Wallb Pajak:
b, HMempsrjelss ketentuan mengenal uaya banding ke badan peradilan pajak.

11, PASAL DEMI PASAL
Pasal §
Angka 1
Fasal ¥
Avat (1)
Yang dimaksud dengan tdak dimaksudkan untuk memperodeh keuntngan sdalah bahwa obiek
pajak by divsahakan untok melayanl kepentingan emum; dan nysta-nyata Hdak ditufukan unuk
mancar] ksuntungan.

Hal inl dapat diketabul antere lan darl snggarsn dasar dan angQaran rumah tanggw dar
yayasan/baden yang bergerak dalam bidang |badah, sosial, kesehatan, pendidian, dan
kabudayaan nasional terssbut. Termasuk pengertian inl sdalah hutan wissta milik Negam sasual
Pazal 2 Undeng-urdang Momaor § Tahun 1967 tentang Keteniean-keteniuen Pokok Kahutanan.
Cantoh:
- pesaptren plsl selenls deagan b
-  madrasah.
= tanah wakaf,
= rumah sakil wmuem,

Aot (2)
Yang dimaksed dengan objek peajak dslam  ByAt Ini adalah  objelk pajak  yang
dimilikifdikuasal/digunakan oleh  Pemerinkafh  Puat  dan Pamerintah  Dasrah  dalam
menyelenggarakan pemerintah.

Fajak Bumi dan Bangunan adafish pajek regars yang sebaglan besar penerimaannya merupakan
pendapatan dasrah yang entars lain dipergunakan untuk penyediasn fesilitas yang juga dinlkmat
oieh Pemerintah Pusat dar Pemerintah Dasrab,

QOleh sebab Ity wajsr Pemerintah Puset jugs kut membiayal panyediaan fasilitas tersebat melatul
pembaymran Pajek Bumi dan Bargunan.

Mengenai bumi denfstsr bangunan millk peroramgan danfatau badan yang degunakan oleh
negara, kewajben perpajakannys tergantung pada pecjan]ian yang dindakan.

Ayat (3)
Unkuk setiap Wajlb Pajak diberican Miai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sehesar Rp.
B.000.000.00 [delapan |uts Fupiak).

apabiis searmng Wajib Fajak mempunyal bebaraps Obfek Pajak, yang diberikan Nilad Jual Obdek
Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah sam Objek Pajak yang nilasinya terbessr, sedangkan Objek
Pajak lainnya tetap dikenakan secsra penuh @npe dikurangl Nilei Jusl Objek Pajak Tidak Kena
Pajak.

Contoh:
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1. Seqgrang Walib Fagak hanya mempunyal Objek Pajak berupa bumi dengan nilsl sabagai
bBarikub:

- Nilal Jual Objek Bajak Bumi Ap.  3,000.000,00
- Wilal Jual Cbjek Pajak Ticak Kena Pajak Ap.  B.000,000,00

Karena Nisl Jual Objek Pajak berada dibawah Milai Jual Objek Fajak Tidak Kena Pajak, mala
Objek Pajak tersebut tidak dikerakan Pajas Bumd gan Bangunan.

‘Seorang Wajlb Pajak mempunyal dus Objek Pajek berupa buml dan bangunan masing-miasing
i Desa A don di Desa B dengan nilal sebagai barfkout:

2

5. Desp A
- Milal Jual Objek Pajak Bumi = R B.OM 060,00

= Milai Jusl Olibak Fajak Bangunan = Rp 5,000.00d, 00
Dilad fisnl Olek Paiak Untuk Penchifunazn Paiak ©

Milsi Jual Objek Pajak Bumi Ap B.D00.000,00

= Ml Jual Objek Pajok Bangunan Ap 500000000 (+)
= Nilal Jual Objek Pajak sebogai desarfp 13.000.000,00

nengenaan pajak

= Nial Jual Objek Pajak Tidek Kenafp 6.000.000,00 (<)
Pajek

- Nl Jual Oojek  Pajex  unlukRp  5,000,000,00
Penghitungan Pajak

b. Dess §

= Wik Jual Ghjpek Pajak Burmi = Rp 5.000.000,00

= Milak Jual Objek Pojak Bangunan = Rp 3,00, 000,00

Dikal Jual Objek Faiak untuk Penghitungan Paiak

= hilak Jual Gbjek Pajak Bumi Fp 5.000.000,00

Nilai Jual Dopek Pajak Bangunan R 3,000,000,00 (+)
Milai Jual Dbjek Pajak sebagei dasarip 8.000.000,00

PERgEnAAN Bajak

= Nilal Jual Objek Pajak Tidak KenaRp 0,00 {-)
Pajak

« Milal Jual Objsk Pajak  unkulkRp 8.000,000,00
Fenghitungan Pajak

Untuk Objek Pajak o Desa B, bdak diberikan Hilal Jusl Objek Pajak Tdak Kena Pajak
sebesar Ap.8.000.000,00 (delapan juts rupish), kirena Milai Jual Objek Pajak Tidak Kena
Fajak telah dibertkan untuk Objek Pajak yang berada di Desa A.

1, Secrang Walib Pajak mempunyal dua objek Pajak berupa bumi dan bangunan pads satu Desa
€ dengan nilai sebagal bkt |

& Oblek |
- Rial Jus| Objek Pajak Bumi = Rp 4,000,000,00

= Mial Jual Objek FPajak Bangunan = Rp 2,000,000,00
Bal lual Chiek Paiak Untuk Pengbibuncan Paiak |
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Byt (4]

Berdasarkan kKefentuan ind Mentert Keuangan diberkan wewenang umiuk mengubab besarmta
Nilgi Jual Objek Pajak Tidsk ¥ena Pajak sehagaimana dimaksed padh ayal (3) dengan
mempertimbangkan porogmbangan ek dan serts perkembangan hargs wmum
objpek pajak sefap ahunnya.

Anghs 2

Dengan dbamesnya Pasal 17, ketentuan banding Pajak Buemd dan Bangunan mongliout) Ketentuan Pasal 27
Undang-undamg Momor & Tehun 1983 tentang Keteabien Umun dan Tata Cara Perpajokan sebagaimana
telah dubah dengan Undang-sndang Momar 9 Tahun 1994 (Lembaran Megara Tahun 1954 Momor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomar 3566).

Argka 3
Paszal 23
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Nilal kual Objek Pajak Bumi Rp #.000.000,00
hilad Juat Objek Pajak Bangiman R 00000000 (+)
Hilal Jual Dhjek Pajak sshagas dasarkp 5.000.000,00
pangEnaan pajak

fEal Jual Dbjek Pajak Tidak KenaRp 8.000.000,00
Fajak

Karena hital Jup Objeir Pajak berada dibawah flsi Jusl Objek Pajak Tidak Kena Pajak,

maka Objek Fajak tersebut tdak dikenakan Pagask Bumi dan Bangunan,

b, Dbiek 11

- Hilai Jual Dbjek Pajak Bumi = Rp 4.000.000,00

- Milal Jusl Objek Pajak Bangunan = Ap 1.000.000,00

Hilel busl Obdek Palak wntuk Penghitungan Pakak;

- Milal Jusl Objek Pajak Burmi Fep 4.000,000,00

= HNilah Jual D&jak Pajak Bamgunan Rp 1,000,000,00 {+%

= Hilai Jual Cbjak Pajak sobagal dasacfp 5.000,000,00
pangenaan pajak

-« Milnl Jual Ohjek Fajak Tidak KenaRp 0,00 (-1
Pajak

= Midal Joal  Objek  Pajak  uwntukRp 5.000.0090,00
Fenghitungan Fajak

i ng

Homaor 15 Tehun 1953 laptang Penagihan Pajak Megara dengan Surat Fakea.

Angka £
Cukup jefss

Fasal 11
Cukup alas

Fasal 111
Cukiup Julas

Fasal IV
Cukup palas

TAMEAHAN LEMBARAN MEGARA REPUELIK IMDORESIA NOMOR 1565

d d [ g 4 1 laimnya adalah antara lin Undamg-undang




Lampiran M

LAMPIRAN T
PERATURAN WENTERI
KEUANGAN NOMOR
150,/ PMEO3 /2010 TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN
NILAI JUAL OBEK PAJAK
SEBACGAI DASAR ENGEMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK FAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR
FERDESAAN DAN SEKTOR PEREOTAAN

iar Pengelompokan Nilai Jual Bumi Nilai Jual Objek Pajak
{Rp/m’) Bumi (Rp/m?)
001 > §7.390.000,00 s/d 69.700.000,00 £8.545.000,00
00z > 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00 £6.255.000,00
003 > E2EH0.000,00 s/d  65.120.000,00 £4,000,000,00
004 > 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00 £1,795.000,00
005 > 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00 59,625,000,00
006 > 56.440,000,00 s/d 58.550,000,00 57.455.000,00
007 > 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00 55.4005.000,00
008 > 52.340.000,00 s/d  54.370.000,00 53,155.000,00
009 >50.350,000,00 s/d 52.340.000,00 51.345.000,00
10 > 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00 49.375.000,00
o > 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00 47.445.000,00
inz > 4462000000 s/d 46.490.000,00 45.585.000,00
03 > 4279000000 s/d 44.620.000,00 43.705.000,00
04 > 41.000.000,00 s/d 4279000000 41,895.000,00
s >39.250.000,00 s/d 41.000.000,00 40.125.000,00
(i3 > 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00 38,395.000,00
m7 > 3587000000 sfd 37.540.000,00 36.705.000,00
018 > 34.240.000,00 sf/d 35.870.000,00 35,055.000,00
019 > 3265000000 s/d 34.240.000,00 33.445.000,00
020 >31.100.000,00 s/d 32.650.000,00 31,875.000,00
021 > 2959000000 s/d 31.100.000,00 30.345.000,00
022 > 2812000000 s/d 29590.000,00 28 855.000,00
023 > 26.600,000,00 s/d 28.120.000,00 27.405.000,00
024 > 25.300,000,00 s/d 26.690.000,00 25,995,000,00
025 > 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00 24,625.000.00
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BEERE

BFEREERC8 7N B R EERREE R RBREERE

> 22640000, 00)
= 21.370,000,00
= 20, 140,000,000
= 18.950,000,00
= 17 800.000,00
= 16.650.000,00
= 15.620,000,00
= 14,5%0,000,00
> 13,600,000,00
= 12,650,000,00
> 11.740.000,00
= 10.870,000,00
= 10.040,000,00
2> 9 250, D00, 00
> 8 500.000,00
= 7.790.000,00
= 7 120.000,00
> 6,490.000,00
> 5.5000.000,00
= 5,350.000,00
= 4 B40.000,00
> 4 3700000,00
= 3.9:40.000,00
> 3 550,000,000
> 3,200,000,00
= 3 0000000,00
> 2E50.000,00
= 2.708.000,00
= 2573.000,00
> 2444 000,00

> 2 267, 000,00
= 2091 .000,00
= 1934 000,00
> 1.789.000,00
> 1,655.000,00
= 1450 000,00
= 1,247 (00,00
= 1.207.000,00
1, 084, O, 00
> 977.000,00

afd
sfd
sfd
s/d
s/d
s/d
s/d
a/d
5/d
sfd
sfd
sfd
sfd
& d
g/fd
8/d
sfd
5fd
sfd
s/d
&/d
s/d
sfd
sfd
s/d
sfd
sfd
sfd
&fd
8/d
afd
afd
5/d
sfd
sfd
s/d
s/d
8/d
sfd
8fd

P Page
23,950.000,00
22 640,000,00
1.370.000,00
0. 140.000,00
18.950.000,00
17.800.000,00
16,690, 000,00
15.620.000,00
14,590.000,00
13.600.000,00
12.650,000,00
11.740.000,00
10.870.000,00
10.040.000.00
9.250.000,00
B.500.000,00
7.790.000,00
7.1200000,00
6. 490.000,00
5.900.000,00
5.350.000,00
4 B40.000,00
4.370,000,00
3.5940.000,00
3.550.000,00
3.200.000,00
3.000.000,00
2.850.000.00
2.708.000,00
2.573.000,00
2444 000,00
2,261 000,00
2.090.000,00
1.934. 000,00
1789, (00,00
1.655.000,00
1.490,000,00
1347 .0600,00
1,207 (00,00
1.066.000,00

P e AT T 20408150 P S0 DL b

23.295.000,00
22.005.000,00
20.755.000,00
19.545.000,00
18375.000,00
17.245.000,00
16.155.000,00
15.105.000,00
14.095.000,00
13125000, 00
12.195.000,00
11.305.000,00
10.455.000,00
0. A45,000,00
B_B75.000,00
B.145.000,00
7455, 000,00
6805000, 00
6.195.000,00
5.625.000,00
5.095.000,00
4.605.000,00
4.155.000,00
3.745.000,00
3.375.000,00
3,100, 000,00
2.925,000,00
277000000
2.640.000,00
2.508.000,00
2.352.000,00
2.176,000,00
2.003,000,00
1,862.000,00
1.722.000,00
1.573.000,00
1.416.000,00
1.274.000,00
1.147.000,00
1.032.000,00
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P P 1
066 > 85500000 s/d  9TF.00000 916.000,00
0a7 > 74500000 s/d 85500000 S02.000.00
068 > 63500000 s/d T485.000,00 FO2.000.00
069 >573000,00 s/d 65500000 &14.000,00
070 =>500.00000 s/d 57300000 537.000,00
o7 = 42600000 s/d  SO0L.000,00 464.000,00
o1 > 36200000 s/d 426.000,00 394 000,00
w3 = 308.000,00 s/d 362,000,000 335.000,00
074 > 26200000 s/d 08, 000,00 285.000.00
075 > 223.000,00 s/d 262 (600,00 243.000,00
076 >17E00000 sfd 23300000 200.000,00
077 > 14200000 s/d 17800000 160.000,00
(1. ] > 11400000 s/d 142.000,00 126,000,000
(1] > 900000 s/d 1714.000,00 10300000
(&0 > 73.000,00 s/d L0000, 00 £2.000,00
(3] = 55.000,00 s/d 73.000,00 64.000,00
> 4100000 s/d 55.000,00 48.000,00
063 > 3100000 sfd 41.000,00 36.000,00
N&4 »>23.000,00 s/d F1.000,00 27.000,00
D85 >17.000,00 s/d 23,000,00 20.000,00
D86 > 1200000 s/d 17.000,00 14,000,060
087 > 540000 s/d 12.000,00 10.000,00
(1] = 590000 s/d B8.400,00 7.150,00
&0 = 410000 s/d 5.900,00 50,00
050 = 290000 s/d 3.500,00 410,00
01 > 2000000 a/d 2.900,00 245000
052 > 140000 s/d 2.000,00 1.700,00
093 > 105000 s/d 1.400,00 1.200,00
094 = 7A0,00 s/d 1.050,00 910,00
95 > 55000 sfd 760,00 660,00
(¢ = 4100 s/d 550,00 480,00
097 =31000 sfd 410,00 350,00
098 = 4000 s/d 310,00 270,00
i > 170,00 s/d 240,00 200,00
100 = 170,00 140,00

B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR

PERDESAAN DAN SEETOR PERKOTAAN

I il PP WL
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ST ) Py P 1
i Pengelompokan Nilai Jual Bangunan * Nilal Jual Objek Pajak
Rp/m’) Bangunan (Rp/m’)
001 > 1470000000 s/d 15.800.000,00 15.250.000,00
002 > 1360000000 s/d 14.700.000,00 14.150,000,00
003 > 1255000000 s/d  13.600.000,00 13.075,000,00
004 > 1155000000 s/d 12.550.000,00 12.050,000,00
005 > 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00 11.075.000,00
006 > 970000000 s/d 10.600,000,00 10.150.000,00
007 >BASD000,00 s/d  9.700.000,00 9.275.000,00
008 >B050.000,00 s/d  B.B50.000,00 8.450.000,00
009 >7.300.000,00 s/d  8.050.000,00 7.675.000,00
mo > 660000000 s/d  7.300.000,00 £.950.000,00
011 > 5850.000,00 s/d  6.600.000,00 6,225.000,00
m2 >5130.000,00 s/d  5.850,000,00 5.500.000,00
(k] > 4500.000,00 s/d  5.150.000,00 4,825,000,00
014 >30900.000,00 s/d  4.500.000,00 4.200.000,00
05 >3350.000,00 s/d  3.900.000,00 3.625.000,00
016 > 2850.000,00 s/d  3.350.000,00 3.100.000,00
m7 >2400.000,00 s/d  2.850.000,00 2.625.000,00
08 >2000.000,00 s/d  2.400,000,00 2.200.000,00
M9 >1.666.000,00 s/d  2.000,000,00 1,633.000,00
020 > 136600000 s/d 166600000 1,516.000,00
021 >1.03400000 s/d 1.366.000,00 1.200.000,00
022 >002000,00 s/d  1.034.000,00 968.000,00
= TAL000,00 s/d G2 00,00 £23.000,00
024 = 656.000,00 s/d 744.000,00 700.000,00
025 > 53400000 s/d  656.000,00 595.000,00
026 >476000,00 sfd 53400000 505.000,00
07 >382000,00 s/d  476.000,00 429.000,00
028 > 34800000 s/d  382.000,00 365.000,00
29 > 27200000 s/d  348.000,00 310.000,00
a0 = 25600000 s/d ZFL000,00 264.000,00
031 >194.000,00 s/d  256,000,00 225.000,00
082 > 18800000 s/d  194.000,00 191.000,00
(1553 > 13600000 s/d  188.000,00 162.000,00
034 >128000,00 s/d 13600000 132.000,00
035 >104000,00 s/d  128.000,00 116.000,00
36 > 9200000 s/d  104.000,00 98.000,00
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sz Mo Paga 1
a7 > 7400000 s/d S2.000,00 B83.000,00
(38 > GE000,00 s/d F4.000,00 7006, 060
he] > 5200000 s/d 68.000,00 01004, 000
| o0 | < 52.000,00 50100000
MENTERI
KEUANGAN
AGLUS
DWW MARTOWARDOIO
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